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RINGKASAN UMUM
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perdagangan. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan andil pertumbuhan 

ditopang utamanya oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pembentukan 

diikuti Kabupaten Ketapang. Keduanya berada sedikit di atas batas atas sasaran 
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mengalami perbaikan dengan rasio Non Performing oan

threshold

kondisi net in ow didorong oleh base e ect besaran in ow

tunai menuju pembayaran digital sejalan dengan terus meningkatnya volume 

masyarakat.

merchant

 incoming outgoing 
menunjukkan adanya moderasi aktivitas lintas negara.
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Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat relatif 
stabil. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,46%, 
menurun 0,11% dibandingkan Februari 2026. Rasio kemiskinan pada Maret 2026 
tercatat 5,78%, menurun sebesar 0,19% dibandingkan September 2025. Sejalan 
dengan itu, jumlah penduduk miskin Kalimantan Barat pada Maret 2026 mengalami 
penurunan sebanyak 9.17 ribu orang atau turun 0,03% dibandingkan September 
2025.

Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 176,87 
mengalami peningkatan 2,5% (qtq) dibandingkan Triwulan I 2026. Peningkatan ini 
mengindikasikan adanya peningkatan terhadap daya beli petani. Pada periode 
tersebut, indeks harga yang diterima petani (It) tercatat sebesar 225,61, sedangkan 
indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 127,56.

Prospek Perekonomian Daerah
Prospek perekonomian global tahun 2026 diprakirakan melambat menjadi 3,0%, 
di tengah ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi dan divergensi pertumbuhan 
antarnegara. Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi global terutama 
dipengaruhi oleh berlanjutnya perang Timur Tengah dan tensi geopolitik. Harga 
minyak dan komoditas dunia meningkat tinggi diikuti dengan disrupsi rantai pasok 
perdagangan antarnegara yang semakin dalam. Dari sisi keuangan global, ruang 
penurunan Fed Fund Rate (FFR) masih terbuka, namun yield US Treasury tenor 

emerging markets secara selektif.

Perekonomian Kalimantan Barat tahun 2026 diprakirakan tumbuh di kisaran 4,90 

lapangan usaha utama, seperti industri pengolahan dan pertanian, diimbangi 
dengan tingkat konsumsi masyarakat yang diprakirakan masih terjaga. Sementara 
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TABEL INDIKATOR MAKROEKONOMI
2024 2025 2026

- Pertambangan dan Penggalian
- Industri Pengolahan 3.31 3.31

- Konstruksi

Motor
- Transportasi dan Pergudangan 
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

- Jasa Keuangan dan Asuransi
- Real Estate
- Jasa Perusahaan

- Jasa Pendidikan
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- Jasa lainnya

- Konsumsi Rumah Tangga
3.33

- Konsumsi Pemerintah
- PMTB
- Ekspor
- Impor

- Provinsi Kalimantan Barat
- Kota Pontianak

- Kabupaten Sintang
- Kabupaten Ketapang

- Provinsi Kalimantan Barat
- Kota Pontianak

- Kabupaten Sintang 3.13
- Kabupaten Ketapang
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TABEL INDIKATOR MAKROEKONOMI
2024 2025 2026

Stabilitas Keuangan Daerah

- Pertambangan dan Penggalian
- Industri Pengolahan

- Bangunan

- Pengangkutan dan Komunikasi

- Jasa-Jasa
- Lainnya 3

- Modal Kerja
- Investasi
- Konsumsi / Sektor Rumah Tangga

- Perumahan
- Ruko/Rukan
- Kendaraan
- Peralatan
- Multiguna
- Lainnya

- Mikro

- Menengah

1.33

Kliring
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4,76%

Triwulan II 2024
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Triwulan II 2025
-0,31%

Ekspor

Triwulan II 2026

10,63%
Triwulan I 2026
3,38% 

Triwulan II 2025
54,76% 



Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan II 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 5,61% 
(yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 6,14% (yoy). 

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan II 2026 terutama 
ditopang oleh kinerja lapangan usaha industri pengolahan, pertanian, serta perdagangan. Ketiga 
lapangan usaha tersebut memberikan andil pertumbuhan masing-masing sebesar 1,36%, 1,23%, 
dan 0,95%.

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan II 2026 ditopang utamanya 
oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan PMTB yang masing – masing memberikan andil 
sebesar 2,17% dan 1,92%.
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1.1. KONDISI UMUM
Ekonomi Kalimantan Barat mengalami perlambatan 
pada triwulan II 2026. Pada periode ini, perekonomian 
Kalbar tumbuh sebesar 5,61% (yoy), lebih rendah 
dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 
6,14% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan 
pertumbuhan kawasan Kalimantan yang sebesar 
4,10% (yoy), serta pertumbuhan ekonomi nasional 
yang berada pada level 5,29% (yoy).

Pada triwulan II 2026, ekonomi Provinsi Kalimantan 
Barat berkontribusi sebesar 17,06% terhadap total 
perekonomian kawasan Kalimantan, lebih tinggi 
dari triwulan sebelumnya yang tercatat 15,58%. 
Di sisi lain, perekonomian kawasan Kalimantan 
memberikan sumbangan sebesar 8,15% terhadap 
perekonomian nasional pada triwulan II 2026, lebih 
rendah dibandingkan kontribusi pada triwulan 
sebelumnya yang tercatat 8,23%.

 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan 
Barat, Kalimantan, dan Nasional

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kalimantan 
Barat  pada triwulan II 2026 terutama ditopang oleh 
kinerja lapangan usaha, pertanian, dan perdagangan. 
Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan andil 
pertumbuhan masing – masing 1,36%, 1,23%, dan 
0,95%. Sementara itu, berdasarkan kontribusi terhadap 
struktur ekonomi, perekonomian Kalimantan Barat 
pada triwulan yang sama didominasi oleh lapangan 
usaha pertanian (20,96%), industri pengolahan 
(16,27%), perdagangan (14,31%), dan konstruksi 
(12,63%). Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor 
dan konsumsi rumah tangga menjadi pendorong 
utama pertumbuhan, dengan andil masing – masing 
sebesar 2,76% dan 2,17%. Kondisi ini mencerminkan 
akselerasi aktivitas ekspor komoditas daerah dan daya 
beli masyarakat yang relatif terjaga.

1.2. PERKEMBANGAN EKONOMI SISI   
 PENAWARAN: LAPANGAN    
 USAHA (LU)

Dari sisi penawaran, kinerja LU triwulan II 2026 
melanjutkan pertumbuhan positif pada hampir 
seluruh komponen lapangan usaha. 

Pada triwulan II 2026, berdasarkan pemetaan matriks 
komponen sisi penawaran, terhadap 5 (lima) LU 
berada pada kuadran kanan atas, yaitu LU Industri 
Pengolahan, Pertanian Perdagangan, Konstruksi, 

Tabel 1.1. Nominal ADHK PDRB s/d. Triwulan II 2026 Wilayah Kalimantan dan Nasional

Sumber: BPS, diolah

ADHK Kalbar (Skala Kanan) Kalimantan Barat (g, %yoy) (Skala Kiri)
Nasional (g, %yoy) (Skala Kiri) Kalimantan (g, %yoy) (Skala Kiri)

5,61

4,10
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4,0
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2021 2022 2023 2024 2025 2026

(%, yoy) (Rp Triliun)

5,29

PDRB (Rp miliar)
2025

2025
2026

I II III IV I II
Kalimantan Barat  41.655 42.464 42.997 44.215 171.331  44.213  44.847 
Kalimantan Tengah  29.698 30443 30.928 33.310 124.379  30.825  31.519 
Kalimantan Selatan  38.246 41344 42.690 42.678 164.958  40.416  43.525 
Kalimantan Timur  144.698 147962 149.271 154.729 596.661  149.021  152.919 
Kalimantan Utara  18.344 18856 19.265 20.004 76.469  19.304  19.792 
Kalimantan  272.641 281068 285.151 294.937 1.133.797  283.778  292.601 
Nasional  3.322.543 3423021 3.465.069 3.523.635 13.734.267  3.447.683  3.576.209 

Sumber: BPS, diolah
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pangsa terhadap perekonomian yang cukup besar1 
dengan tingkat andil pertumbuhan tahun (year-on-
year/yoy) di atas rata-rata. Sedangkan beberapa 
LU lainnya masih berada pada kuadran kiri bawah, 
menunjukkan andil pertumbuhan dan pangsa 
terhadap perekonomian yang masih terbatas. Adapun 
pembahasan lebih detail terkait posisi masing-masing 
LU utama pada dinamika PDRB Kalimantan Barat akan 
dipaparkan pada bagian berikut ini. 

 

1.2. PERDAGANGAN BESAR DAN   
 ECERAN
Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh 
6,11% (yoy) pada triwulan II 2026. Kinerja tersebut 
tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 
yang tumbuh sebesar 9,20% (yoy). Kendati demikian, 
perlambatan ini masih ditopang oleh besarnya ukuran 
sektor perdagangan dalam struktur perekonomian 
Kalimantan Barat sehingga masih memberikan andil 
pertumbuhan sebesar 0,95% dari total pertumbuhan 
ekonomi Kalbar. Selain itu, LU ini tetap bertahan pada 

kuadran kanan atas, menggambarkan konsistensi 
kinerja aktivitas ekonomi perdagangan yang tetap 
menjadi penopang penting bagi perekonomian 
daerah mengingat perannya sebagai intermediary 
sector dalam aliran barang dan jasa. Dalam konteks 
input – output dari LU primer dan sekunder (pertanian, 
industri pengolahan, dan pertambangan), serta 
pemberi input dari LU tersier (akomodasi makan – 

Tabel 1.2. Pertumbuhan PDRB s.d. Triwulan I 2026 Sisi Penawaran

 Pemetaan Matriks Komponen PDRB Sisi 
Penawaran Triwulan I 2026 

1. Threshold yang digunakan dalam pemetaan matriks adalah 0,36% 
sebagai batas pada andil pertumbuhan ekonomi daerah dan 5,88% 
sebagai batas pada pangsa komponen PDRB. Penentuan batas 
threshold yang digunakan merupakan rata-rata andil pertumbuhan 
dan pangsa lapangan usaha pada triwulan berjalan.

Sumber: BPS, diolah

Pertanian

Pertambangan

Industri Pengolahan

LGE

Air,
Sampah,
Limbah

Konstruksi

Perdagangan

Transportasi

Akmamin

Infokom Jasa Keuangan

Real Estate

Jasa Perusahaan

Adm. Pemerintahan

Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan

Jasa lainnya(0,16)
0,04
0,24
0,44
0,64
0,84
1,04
1,24
1,44

0 5 10 15 20 25

Pangsa (%)

% andil pertumbuhan yoy

Lapangan Usaha
2025 2026 TW I 2026 TW II 2026

I II III IV I II Pangsa Andil 
Pertumbuhan (%) Pangsa Andil 

Pertumbuhan (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,02 2,67 2,95 0,06 1,37 5,89 22,64 0,38 0,38 20,96 1,23 1,23
Pertambangan dan Penggalian 14,94 39,24 33,96 32,60 34,14 10,60 7,07 1,56 1,56 7,29 0,60 0,60
Industri Pengolahan 3,31 3,31 5,99 1,40 3,16 8,98 15,29 0,48 0,48 16,27 1,36 1,36
Listrik, Gas dan Es 3,19 2,90 4,03 7,34 5,47 12,70 0,12 0,01 0,01 0,13 0,02 0,02
Air, Sampah, Limbah 0,81 1,01 1,24 -1,08 1,31 1,89 0,11 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00
Konstruksi 5,24 12,13 9,96 7,85 5,92 5,40 11,57 0,59 0,59 12,63 0,58 0,58
Perdagangan Besar dan Eceran 7,66 3,94 2,31 6,40 9,58 6,11 14,09 1,38 1,38 14,31 0,95 0,95
Transportasi dan Pergudangan 10,74 1,41 1,96 6,25 9,00 2,52 4,45 0,33 0,33 4,23 0,09 0,09
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 2,57 2,89 1,79 5,59 12,20 11,29 2,18 0,27 0,27 2,12 0,25 0,25
Informasi dan Komunikasi 6,61 6,41 6,62 7,29 4,81 -0,47 3,87 0,31 0,31 3,58 -0,03 -0,03
Jasa Keuangan dan Asuransi 2,01 3,27 0,48 9,48 3,12 1,50 3,00 0,11 0,11 2,96 0,05 0,05
Real Estate 6,08 1,87 3,86 6,53 6,02 6,79 2,54 0,18 0,18 2,49 0,20 0,20
Jasa Perusahaan 9,56 3,58 2,34 -0,33 2,18 -1,15 0,39 0,01 0,01 0,38 -0,01 -0,01
Administrasi Pemerintahan 0,18 -0,79 1,17 8,24 6,09 3,42 6,28 0,28 0,28 6,18 0,16 0,16
Jasa Pendidikan 3,41 -0,96 0,15 3,18 5,41 2,58 3,20 0,20 0,20 3,22 0,10 0,10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,51 8,39 2,15 4,30 1,27 2,57 2,42 0,04 0,04 2,41 0,07 0,07
Jasa lainnya 10,43 9,11 6,82 4,57 2,20 -0,43 0,79 0,02 0,02 0,75 0,00 0,00

Sumber: BPS, diolah

111,,,556

1,38

111,,23

111,,336

0,
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2. Hasil Liaison Bank Indonesia

minum, konstruksi, dan jasa). Utamanya, perlambatan 
LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan II 
dipengaruhi oleh normalisasi aktivitas ekonomi pasca 
magnitude of festive season dalam rangka Hari Besar 
Keagamaan Nasional (HBKN) di Kalimantan Barat, 
dengan terkonsentrasinya event Imlek, Cap Go Meh, 
Ramadhan, dan Idul Fitri, yang berturut – turut terjadi 
pada triwulan I 2026.

Memasuki triwulan II, festive-driven demand tersebut 
mengalami relaksasi sehingga pertumbuhan 
perdagangan kembali menuju pola yang lebih normal. 
Hal ini terlihat pada penurunan jumlah penumpang 
angkutan udara di Bandara Supadio. Pada triwulan 
II 2026, tra c perjalanan penumpang di Bandara 

Kedatangan penumpang tercatat terkontraksi 

 Penjualan Kendaraan Bermotor di Kalimantan 
Barat

 Perkembangan Penggunaan Kartu Kredit 

 Perkembangan Kredit Kendaraan dan Multiguna 
(% yoy) Prov. Kalimantan Barat

 Perkembangan Kredit Konsumsi di Kalimantan 
Barat

hingga -2,51% (yoy), berbeda dibandingkan triwulan 
sebelumnya yang tercatat tumbuh 33,03% (yoy). Selain 
itu, jumlah kedatangan penumpang juga melambat ke 
5,75% (yoy), setelah sebelumnya yang tumbuh 30,34% 
(yoy) pada triwulan I 2026.

Perlambatan pertumbuhan pada LU perdagangan 
turut tecermin dari sisi ekspektasi konsumen dan 
pembiayaan. Indeks keyakinan konsumen dan indeks 
penghasilan saat ini tercatat pada level 114,50 dan 
124,50 menurun dari 120,05 dan 131,83 pada triwulan 
sebelumnya. Selain itu, kredit kendaraan bermotor, 
khususnya roda empat tercatat terkontraksi 19,72% 
(yoy), mengindikasikan adanya sikap lebih berhati – 
hati dari konsumen, serta model pembiayaan kredit 
yang belum diminati oleh calon konsumen2. Selain 
itu, pertumbuhan kredit konsumsi pada triwulan II 

Sumber: GAIKINDO, diolah

SALE KB %YOY
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Sumber: Cognos Bank Indonesia, diolah

Kartu Kredit: Nominal (Rp Miliar) g Nominal Kartu Kredit (%, yoy)
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Sumber: Cognos Bank Indonesia, diolah

KKB R2 KKB R4 Multiguna

41,87

(19,72)
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Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, diolah

Kartu Kredit: Nominal (Rp Miliar) g Nominal Kartu Kredit (%, yoy)
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 Komposisi ADHK PDRB LU Pertanian Kalimantan 
Barat

 Perkembangan Produksi TBS Kelapa Sawit

3. Hasil Liaison Bank Indonesia.

2026 juga tercatat melandai ke level 4,66% (yoy) 
dari 5,08% (yoy) pada periode sebelumnya. Hal ini 
mengisyaratkan bahwa lembaga pembiayaan dan 
perbankan menerapkan kebijakan yang lebih ketat 
dalam penyaluran kredit roda empat,  termasuk dengan 
persyaratan uang muka yang lebih tinggi, tenor yang 

 

1.2.2. Pertanian
LU Pertanian pada triwulan II 2026 tumbuh 
5,89% (yoy), meningkat dari pertumbuhan triwulan 
sebelumnya yakni 1,61% (yoy). LU pertanian memiliki 
pangsa terbesar dalam struktur ekonomi Kalimantan 
Barat, yaitu 20,96%, sekaligus memberikan andil 
1,23% terhadap pertumbuhan ekonomi Triwulan 
II. Secara struktur dalam LU pertanian Kalimantan 
Barat, 69,40% terdiri dari produk perkebunan, 14,01% 
tanaman pangan, dan 8,06% peternakan serta sisanya 
merupakan tanaman hortikultura dan jasa lainnya. 
Sehingga, perubahan pada produk perkebunan 
tahunan akan sangat memengaruhi kinerja pertanian 
Kalimantan Barat. 

Pada sub perkebunan, khususnya komoditas tandan 
buah segar (TBS) kelapa sawit, terjadi peningkatan 
pertumbuhan produksi pada triwulan II 2026, yakni 
sebesar 14,15% (yoy). Peningkatan tersebut utamanya 
didorong oleh membaiknya produktivitas tanaman 
sawit seiring kondisi cuaca yang relatif kondusif 
sepanjang periode pembentukan buah pada semester 

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat
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I 2026, sehingga mendukung peningkatan jumlah 
tandan buah yang memasuki masa panen pada 
triwulan laporan. Selain itu, sejumlah perusahaan 
perkebunan juga telah memasuki masa panen optimal 
pasca program replanting yang dilakukan pada tahun 
– tahun sebelumnya3. Meskipun pertumbuhan tahunan 
produksi TBS tercatat lebih rendah dari triwulan 
sebelumnya, secara volume, produksi TBS tercatat 
masih meningkat dari triwulan I 2026. Kondisi ini dapat 
dijelaskan sejalan dengan pola musiman produksi 
kelapa sawit, di mana fase puncak produksi (peak 
crop) umumnya terjadi pada pertengahan hingga 
akhir tahun.

Dari sisi harga, turut terjadi peningkatan pada harga 
TBS Kalbar secara year-on-year. Perkembangan 
tersebut sejalan dengan penguatan harga CPO di 
pasar global yang didorong oleh masih terjaganya 
permintaan ekspor seiring meningkatnya permintaan 
dari negara importir utama seperti India, serta 
ekspektasi peningkatan kebutuhan domestik untuk 
pemenuhan program mandatori biodiesel. Secara 
umum, rata – rata harga TBS pada triwulan I 2026 
sebesar Rp3.264/kg, lebih tinggi dibandingkan rata – 
rata harga TBS di periode yang sama tahun 2025 yang 

Pada komoditas padi, tercatat luas panen sebesar 
49,23 ribu hektare atau tumbuh 0,1% secara tahunan. 
Dari segi produksi padi dan produksi beras pun 
mencatatkan pertumbuhan tahunan, masing-masing 
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 Perkembangan Luas Lahan 

 Perkembangan Rata-Rata Harga TBS (Kelapa 
Sawit) Kalbar Triwulanan

 Produksi Padi Kalimantan Barat

 Produksi Beras Kalimantan Barat 

 Perkembangan Realisasi Kredit Sektor Pertanian 

4. Hasil Liaison Bank Indonesia.

sebesar 147,70 ribu ton dan 121,36 ribu ton, atau 
tumbuh 0,1% (yoy) dan 39% (yoy). Namun demikian, 
baik secara luas panen, produksi padi, maupun 
produksi beras tercatat lebih rendah daripada triwulan 
sebelumnya. Penurunan angka-angka ini utamanya 
didorong oleh kondisi musiman produksi padi, di 
mana pada triwulan I merupakan periode panen raya 
untuk musim tanam yang dilakukan pada akhir tahun 
sebelumnya, sedangkan triwulan II adalah periode 
tanam dan menuju fase vegetatif akhir sebelum 
masuk ke periode generatif dan panen pada triwulan 
berikutnya. Hal ini tecermin pada peningkatan 
penyaluran kredit pertanian pada triwulan II 2026 yang 
masih tumbuh positif dan berada pada level yang 
lebih tinggi daripada triwulan I 2026, mengisyaratkan 
kebutuhan petani terhadap ketersediaan modal 
kerja untuk menunjang periode awal tanam dan 
pemeliharaan tanaman4.

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dan Kementan, diolah
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Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Barat, diolah
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Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dan Kementan, diolah
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Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Barat, diolah

Produksi Beras (ton) % YOY Produksi Beras
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Sumber: Cognos Bank Indonesia, diolah

Kredit Pertanian (Rp Miliar) g Kredit Pertanian (yoy)
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Kinerja LU Pertambangan pada triwulan II 2026 
tumbuh 10,60% (yoy). Kinerja sektor pertambangan 
mencatatkan perlambatan pertumbuhan jika 
dibandingkan angka pertumbuhan pada triwulan I 2026 
yang tercatat sebesar 34,14% (yoy). Secara tahunan, 
kinerja LU pertambangan masih tumbuh positif dan 
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signifikan didorong oleh lonjakan penambangan 
bauksit, pasir silika, dan emas. Pada komoditas 
bauksit, pertumbuhan tahunan tercatat lebih rendah 
dibandingkan triwulan I 2026 akibat high-based 
e ect karena sudah dimulainya akselerasi hilirisasi 
bauksit pada triwulan II 2025. Meskipun demikian, 
volume produksi bauksit tercatat meningkat secara 
triwulanan (q-to-q) yang didorong oleh tingginya 
permintaan bahan baku untuk industri pengolahan 
alumina yang terus berkembang di Kalimantan Barat, 
seiring meningkatnya utilisasi fasilitas re nery yang 
telah beroperasi. Beroperasinya fasilitas refinery 
alumina secara penuh dan peningkatan kapasitas 
industri hilir sehubungan dengan fase dua industri 
menyebabkan kebutuhan bijih bauksit Kalbar semakin 
meningkat. Target produksi smelter grade alumina 
dan chemical grade alumina dari pelaku industri 
pada 2026 yang lebih tinggi dibandingkan tahun 
sebelumnya juga mendorong peningkatan kebutuhan 
dan penyerapan komoditas bauksit5. Peningkatan 
kapasitas produksi ini mencerminkan berjalannya 
proses hilirisasi secara bertahap, yang tidak hanya 
meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga 
memperkuat kontribusi subsektor pertambangan 
terhadap perekonomian daerah. Proyeksi permintaan 
domestik dan ekspor yang tetap solid, ditambah 
dengan dukungan infrastruktur logistik dan kebijakan 
hilirisasi pemerintah, turut memperkuat optimisme 
atas kinerja pertambangan bauksit Kalimantan Barat 
dalam jangka menengah.

Meski pertumbuhan LU pertambangan mengalami 
perlambatan secara triwulanan, dari sisi pembiayaan, 
kredit pertambangan justru mencatatkan akselerasi. 
Pada triwulan II 2026, kredit pertambangan 
tumbuh sebesar  76 ,48% (yoy) ,  meningkat 
signifikan dibandingkan triwulan I 2026 yang 
masih mengalami kontraksi 25,93% (yoy). Kondisi 
ini mengindikasikan mulai menguatnya kebutuhan 
pembiayaan eksternal pelaku usaha pertambangan 
seiring dengan berlanjutnya aktivitas produksi 
dan meningkatnya kebutuhan bahan baku bauksit 
untuk industri pengolahan alumina. Selain itu, 
akselerasi ini juga dapat menjadi indikasi semakin 

kuatnya dukungan pembiayaan domestik terhadap 
aktivitas sektor pertambangan, sejalan dengan 
penguatan implementasi kebijakan Devisa Hasil 
Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) berpotensi 
untuk mendukung akses pembiayaan pelaku usaha, 
mengingat penempatan DHE SDA di dalam sistem 
keuangan domestik dapat dimanfaatkan sebagai 
agunan kredit Rupiah6. 

Kinerja LU industri pengolahan tumbuh meningkat 
menjadi 8,98% (yoy) di triwulan II 2026 dibandingkan 
dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,13% (yoy). 
Peningkatan tersebut terutama didorong oleh 
akselerasi hilirisasi bauksit – alumina yang terus 
berlangsung, menjadi salah satu motor penggerak 

5. Hasil Liaison Bank Indonesia 6. Hasil Liaison Bank Indonesia

 Produksi Bauksit

 Perkembangan Realisasi Kredit Pertambangan 

Sumber: Hasil Liaison Bank Indonesia, diolah
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Sumber: Cognos Bank Indonesia, diolah

-0,600
-0,400
-0,200
0,000
0,200
0,400
0,600
0,800
1,000

0,000

200,000

400,000

600,000

800,000

1000,000

1200,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2022 2023 2024 2025 2026

Kredit pertambangan (Rp Miliar) g Kredit Pertambangan (yoy)



9

Bab 1
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat - AGUSTUS 2026

sektor industri pengolahan. Pasca full operation 
sejumlah fasilitas pengolahan alumina dalam 
beberapa tahun terakhir telah meningkatkan kapasitas 
produksi alumina Kalbar secara signifikan. Pada 
triwulan II 2026, produksi alumina tercatat tumbuh 
hingga 43,74% (yoy). Kawasan Industri (KI) Ketapang 
yang telah mulai berproduksi sejak triwulan II 2025 dan 
berlanjut hingga triwulan I 2026 dengan total realisasi 
produksi kumulatif 2026 sebesar 977,36 ribu ton dan 
kawasan SGAR di Kabupaten Mempawah juga telah 
memulai aktivitas produksinya sejak triwulan IV 2025 
dan turut berlanjut hingga triwulan II 2026 dengan 
total realisasi produksi sebesar 294,9 ribu ton dengan 
pengiriman rutin alumina ke perusahaan aluminium 
domestik, sehingga memperkuat rantai pasok hilir 
industri alumunium nasional yang strategis7. Prospek 
alumina ke depan semakin menjanjikan, didorong 
oleh permintaan global terutama dari Tiongkok, 
yang diperkirakan tetap tinggi seiring kebijakan 
pembatasan kapasitas produksi aluminium domestik 
di negara tersebut, serta lonjakan kebutuhan alumina 
untuk sektor-sektor strategis global seperti kendaraan 
listrik/electric vehicle (EV), energi terbarukan, dan 
industri konstruksi. Faktor-faktor ini menjadikan 
Kalimantan Barat sebagai salah satu episentrum dalam 

sumber pertumbuhan ekonomi di luar komoditas 
tradisional. Hal ini juga mendorong fakta bahwa 
sejumlah smelter dan re nery alumina Kalbar tercatat 
meningkatkan target produksi tahunannya seiring 
meningkatnya kapasitas utilisasi proyek. Peningkatan 
industri pengolahan juga seiring dengan peningkatan 
ekspor alumina pada triwulan II 2026 dibandingkan 
triwulan I 2025 sebesar 14,33% (yoy), didorong oleh 
permintaan global terutama dari Tiongkok yang tetap 
tinggi.

Kinerja subsektor perkebunan, khususnya kelapa sawit 
yang masih menjadi pangsa terbesar dalam sektor 
industri pengolahan Kalbar, turut mendorong kinerja 
industri di triwulan II 2026. Produksi CPO pada triwulan 
laporan mengalami peningkatan jika dibandingkan 
dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu 
sebesar 14,15% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh 

7. Hasil Liaison Bank Indonesia

 Produksi Alumina

 Volume Ekspor Alumina Triwulanan

bertambahnya pasokan TBS seiring membaiknya 
produktivitas perkebunan sawit dan meningkatnya 
volume panen pada sejumlah sentra produksi di 
Kalimantan Barat.

Dari sisi permintaan, kinerja industri sawit juga 
didukung oleh peningkatan harga CPO yang berada 
pada level lebih tinggi sebesar rata – rata Rp14.762/kg 
dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya 
sebesar Rp13.619/kg. Hal tersebut juga sejalan dengan 
masih kuatnya permintaan global dan meningkatnya 
kebutuhan domestik untuk mendukung program 
mandatory biodiesel nasional, maupun skema 
business to business. Kondisi peningkatan tersebut 
juga mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan 
kapasitas pengolahannya sejak awal 2026, lebih tinggi 
dibandingkan sepanjang tahun 2025, salah satunya 
terjadi kepada sejumlah tenants refinery di area 
Pelabuhan Kijing.

Sumber: Hasil Liaison Bank Indonesia 
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material konstruksi, khususnya lime, cement & 
fabricated construction materials serta clay construction 
materials & refractory construction materials yang 
menurun hingga -79,89% (yoy) dan -100% (yoy), 
menjadi pendukung minimnya aktivitas konstruksi 
pada triwulan laporan. Sejalan dengan hal tersebut, 
laju pertumbuhan kredit konstruksi turut melambat 
ke level 1,95% dari 8,47% di triwulan sebelumnya. 
Perlambatan sektor konstruksi pada triwulan II 2026 
diakibatkan oleh aktivitas konstruksi pemerintah dan 
swasta yang tertahan serta kecenderungan proyek 
konstruksi masih dalam tahapan perencanaan outlook 
dan pengadaan. Dari sisi swasta, beberapa proyek 
strategis di Kalimantan Barat telah memasuki fase 
penyelesaian atau beralih dari tahap konstruksi ke 
tahap operasi, seperti  relokasi jalan nasional Sei Duri-
Kijing dan konstruksi tahap dua KI Ketapang, Adapun 
konstruksi lanjutan proyek-proyek strategis masih 
dalam fase persiapan dan administratif awal sehingga 
belum masuk pada periode pengerjaan yang masif.

 Produksi CPO Kalimantan Barat

 Kredit Industri Pengolahan

 Ekspor CPO Kalimantan Barat

 Impor Material Konstruksi

 Kredit LU Konstruksi

Sumber: Cognos BI, diolah
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Pada triwulan II 2026, lapangan usaha konstruksi 
di Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan 
sebesar 5,40% (yoy), sedikit menurun dibandingkan 
triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,95% (yoy). 
Penurunan ini sejalan dengan menurunnya impor 
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 Pemetaan Matriks Komponen PDRB Sisi 
Permintaan Triwulan II 2026

 PERMINTAAN
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kalimantan 
Barat pada triwulan II 2026 ditopang utamanya 
oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan 
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Konsumsi 
rumah tangga tumbuh 4,17% (yoy), melambat 
dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 
5,73% (yoy), kemudian investasi yang tumbuh 
sebesar 6,18% (yoy) melambat dibandingkan triwulan 
sebelumnya yang sebesar 7,23% (yoy) (Tabel 1.3).

Berdasarkan matriks komponen PDRB sisi permintaan 

dan konsumsi rumah tangga tercatat berada di 
kuadran kanan atas. Sehingga menunjukkan bahwa 
komponen tersebut memiliki andil dan pangsa yang 
tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan 
Barat. Sementara itu, pada kuadran kiri atas terdapat 
kelompok pengeluaran konsumsi pemerintah, ekspor, 

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah
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Pertumbuhan (%)
Konsumsi Rumah Tangga 5,19 5,44 5,05 5,15 5,73 4,17 49,22 2,95 2,95 48,24 2,17 2,17
Konsumsi LNPRT -0,21 10,47 11,57 5,44 9,98 2,08 1,33 0,13 0,13 1,22 0,03 0,03
Konsumsi Pemerintah -0,61 -0,31 5,30 12,49 28,95 17,55 11,71 2,75 2,75 11,61 1,80 1,80
PMTB -1,14 8,60 10,66 8,21 7,23 6,18 30,82 2,05 2,05 33,69 1,92 1,92
Ekspor 54,37 54,76 27,51 -2,81 3,38 10,63 19,05 0,85 0,85 20,75 2,76 2,76
Impor 49,40 104,24 37,93 4,75 13,61 12,73 12,64 11,26 11,26 15,55 2,66 2,66
Total (yoy) 5,00 5,59 5,31 5,62 6,14 5,61

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah
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22222,,1

11
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 Pertumbuhan PDRB s.d Triwulan II 2026 Sisi Permintaan

dan impor. Kuadran kiri atas menggambarkan andil 
pertumbuhan yang tinggi meski secara pangsa belum 
dominan dalam PDRB Kalimantan Barat. Konsumsi 

kiri bawah, karena secara andil dan pangsa berada 
sedikit di bawah rata-rata andil pertumbuhan dan 
pangsa sektor pengeluaran lainnya.

Kinerja konsumsi Rumah Tangga (RT) tumbuh 4,17% 
(yoy) pada triwulan II 2026. Kinerja pertumbuhan 
ini melambat dibandingkan dengan triwulan 
sebelumnya yang tumbuh 5,73% (yoy).  Perlambatan 
pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan 
II 2026 terjadi sejalan dengan perlambatan LU 
perdagangan besar dan eceran yang disebabkan oleh 
tingginya konsumsi masyarakat pada periode rally 
HBKN pada triwulan sebelumnya, mulai dari Tahun 
Baru, Tahun Baru Imlek, Cap Go Meh, Nyepi, Ramadan 

sedikit lebih tinggi turut berdampak pada pelemahan 

II 2026 tercatat sebesar 0,31% (mtm) dan 3,28% 
(yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 
yang tercatat sebesar 0,25% (mtm) dan 2,89% (yoy), 
sehingga kenaikan harga secara umum turut menekan 
daya beli riil masyarakat dan menjadi salah satu faktor 
yang menahan pertumbuhan konsumsi rumah tangga 
pada triwulan II 2026.

Di samping itu, perlambatan konsumsi rumah 
tangga turut dipengaruhi oleh moderasi mobilitas 
dan aktivitas pariwisata, tecermin salah satunya 
dari perlambatan pertumbuhan jumlah wisatawan 
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 Perkembangan Kunjungan Wisman ke 
Kalimantan Barat

 Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja

 Jumlah Kedatangan Orang di Bandara  Perkembangan NTP

mancanegara di Kalimantan Barat pada triwulan II 
2026 sebesar 16,97% (yoy) dibandingkan periode 
sebelumnya yang tumbuh hingga 32,29% (yoy). Hal 
ini juga sejalan dengan penurunan jumlah kedatangan 
orang di bandara Kalimantan Barat, yang pada triwulan 
sebelumnya tercatat meningkat 30,34% (yoy) turun 
menjadi 5,75% (yoy). Pelemahan jumlah wisman dan 
volume kedatangan di bandara tersebut berpotensi 
menahan aktivitas ekonomi pada sektor perdagangan, 
akomodasi dan makan minum, serta transportasi, yang 
selanjutnya dapat menekan pendapatan dan daya beli 
masyarakat di Kalimantan Barat. Indeks Ketersediaan 
Lapangan Kerja pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 
111,5, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 
sebesar 113,8, mengindikasikan moderasi kondisi 
pasar kerja yang berpotensi memengaruhi pendapatan 
dan daya beli masyarakat serta menahan pertumbuhan 
konsumsi rumah tangga.

Perlambatan konsumsi rumah tangga yang lebih 
rendah tertahan oleh peningkatan tingkat penerimaan 
petani, yang tercermin dari naiknya Nilai Tukar 
Petani (NTP) yang berada pada angka 176,73 
pada triwulan I 2026, lebih tinggi dibandingkan 
NTP pada triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 
170,42. Peningkatan NTP terutama didorong oleh 
perbaikan pada subsektor perkebunan, sejalan 
dengan meningkatnya pendapatan petani kelapa 
sawit yang berpotensi memperkuat daya beli dan 
konsumsi masyarakat. Meski demikian, NTP subsektor 
hortikultura mengalami sedikit penurunan menjadi 
106,58 pada triwulan II 2026 dari sebelumnya 109,13 
pada triwulan I 2026.

Sumber: KPw BI Prov. Kalimantan Barat, diolah
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KEDATANGAN %YoY

20,84%

30,34%

-

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%

I II III IV I II III IV I II III IV I II
2023 2024 2025 2026

Kedatangan di Bandara%yoy Orang
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 Tangga (LNPRT)
Kinerja konsumsi LNPRT pada triwulan II 2026 tumbuh 
2,08% (yoy), melambat dibandingkan triwulan 
sebelumnya yang tumbuh 9,98% (yoy). Faktor utama 
yang menyebabkan penurunan konsumsi LNPRT ialah 
berkurangnya aktivitas organisasi keagamaan dan 
sosial pada triwulan II dibandingkan dengan triwulan 
sebelumnya akibat normalisasi pasca kondisi rally 
HBKN pada awal tahun 2026. Aktivitas sosial dan 

I mendorong tingginya konsumsi LNPRT pada periode 
tersebut, sehingga aktivitas pada triwulan II kembali 
ke tingkat yang lebih normal. 

Selain itu, belum terdapat kegiatan berskala besar   
pada organisasi sosial, politik, dan kemasyarakatan 
pada periode ini. Berkurangnya intensitas sejumlah 
kegiatan rutin selama periode libur pertengahan 

 Perkembangan NTP Subkategori 

 Indeks Keyakinan Konsumen Pontianak

tahun membuat sebagian kegiatan lembaga sosial, 
pendidikan, dan kemasyarakatan ditunda atau 
mengalami penyesuaian jadwal sehingga turut 

Konsumsi pemerintah pada triwulan II 2026 tumbuh 
17,55% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 
di triwulan lalu sebesar 28,95% (yoy). Perlambatan 
terutama disebabkan oleh menurunnya realisasi 
belanja pemerintah daerah setelah akselerasi pada 
triwulan sebelumnya, serta belum optimalnya 
belanja barang dan jasa akibat lambatnya proses 
pengadaan. Dari sisi belanja pegawai, perlambatan 
turut dipengaruhi oleh normalisasi belanja setelah 
pembayaran THR pada triwulan I 2026, meskipun 
pembayaran gaji ke-13 pada triwulan II 2026 
menjadi faktor yang menahan perlambatan. Selain 
itu, adanya penghentian sementara operasional 
sejumlah SPPG selama triwulan ini turut menekan 
konsumsi pemerintah untuk pelaksanaan program 
Asta Cita pemerintah. Secara tahunan, perlambatan 
terutama tercermin pada realisasi belanja operasi 
pemerintah daerah yang berbalik dari pertumbuhan 
sebesar 122,81% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 
terkontraksi 17,20% (yoy) pada triwulan II 2026. 
Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh 
belanja pegawai yang melambat dari pertumbuhan 
101,12% (yoy) menjadi terkontraksi 17,33% (yoy), 
serta belanja barang dan jasa yang berbalik dari 
pertumbuhan 258,29% (yoy) menjadi terkontraksi 
25,41% (yoy). Hal ini mengindikasikan bahwa 
dorongan belanja pemerintah pada triwulan II tidak 
sekuat akselerasi pada awal tahun.

Namun demikian, perlambatan konsumsi pemerintah 
yang lebih dalam tertahan oleh masih tingginya 
realisasi belanja pemerintah di Kalimantan Barat 
terhadap total pagu anggaran. Hingga akhir triwulan 
II 2026, persentase realisasi belanja negara dan belanja 
daerah di Kalimantan Barat masing-masing mencapai 
30,83% dan 48,26% dari total pagu, lebih tinggi 
dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 
24,69% dan 36,58%. Dengan demikian, peningkatan 

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah
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Namun demikian, perlambatan investasi tertahan 
oleh membaiknya kinerja Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN). Realisasi PMDN pada triwulan II 2026 
masih terkontraksi 29,96% (yoy), tetapi membaik 
dibandingkan kontraksi 42,98% (yoy) pada triwulan 
I 2026. Hal ini sejalan dengan masih berlangsungnya 
pembangunan Kawasan Industri Pulau Penebang di 
Kab. Kayong Utara.

Kinerja ekspor luar negeri pada triwulan II 
2026 tumbuh sebesar 10,63% (yoy), meningkat 
dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 
3,38% (yoy). Peningkatan kinerja ekspor sejalan 
dengan meningkatnya nilai ekspor Kalimantan Barat 
pada triwulan II yang tercatat sebesar 566,98 juta 

  Persentase Realisasi Belanja APBD Pemprov + 
Kab/Kota & APBN Kalimantan Barat 

  Perkembangan Realisasi PMDN

  Perkembangan Realisasi PMA

realisasi belanja secara kumulatif tetap memberikan 
dukungan terhadap konsumsi pemerintah, meskipun 
laju pertumbuhannya melambat dibandingkan 
triwulan sebelumnya.

Kinerja investasi pada triwulan II 2026 tercatat 
tumbuh 6,18% (yoy), lebih rendah dibandingkan 
triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,23% (yoy). 
Perlambatan ini terutama tercermin dari penurunan 

yang tumbuh 32,43% (yoy) pada triwulan II 2026, 
lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 
yang tumbuh hingga 148,49% (yoy). Perlambatan 
investasi juga sejalan dengan menurunnya realisasi 
belanja modal pemerintah daerah, yang pada triwulan 
II terkontraksi sebesar 50,66% (yoy), berbalik arah 
dibandingkan triwulan I yang tumbuh hingga 210,43% 
(yoy). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akselerasi 
investasi pemerintah untuk pembangunan daerah 
pada triwulan II tidak sekuat triwulan sebelumnya. Dari 

selesainya fase konstruksi sejumlah proyek, termasuk 
Kawasan Industri Ketapang yang memasuki tahap 
commissioning fase II, serta proyek relokasi Jalan Sei 
Duri–Kijing yang telah selesai, sehingga kebutuhan 
investasi konstruksi dan pengadaan barang modal 
menjadi lebih terbatas.

Sumber: Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat
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 Perbandingan Proporsi Nilai Ekspor Komoditas

 Perkembangan Nilai Ekspor Alumina (SITC)

 Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor

 Perbandingan Proporsi Nilai Ekspor Komoditas

USD, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 
yang sebesar 467,23 juta USD. Peningkatan nilai 
ekspor didorong oleh kenaikan volume dan aktivitas 
komoditas unggulan, khususnya alumina, seiring 
semakin optimalnya operasional smelter di Kalimantan 
Barat. Volume ekspor alumina tercatat mencapai 881,28 
ribu ton pada triwulan II, meningkat dibandingkan 
triwulan sebelumnya yang sebesar 706,45 ribu ton. 
Penguatan harga alumina global juga meningkatkan 
nilai ekspor alumina, yang tercatat tumbuh 4,47% 
(yoy) pada triwulan II, lebih tinggi dibandingkan 
triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 31,99% 
(yoy). Selain itu, peningkatan aktivitas perdagangan 
internasional juga tercermin dari pelaksanaan ekspor 
perdana direct call Terminal Kijing pada 29 Juni 2026, 
yang memungkinkan pengiriman komoditas dari 
Kalimantan Barat dilakukan secara langsung ke negara 
tujuan.

Di sisi lain, pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi 
sedikit tertahan oleh menurunnya nilai ekspor 
minyak kelapa sawit, yakni senilai 114,24 juta USD, 
lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 
yang mencapai 144,76 juta USD. Penurunan ekspor 
ini terjadi pada subkomoditas biodiesel (FAME) 
serta produk pemurnian minyak mentah kelapa 
sawit (RBDPO) dan minyak mentah inti kelapa sawit 
(RBDPKO).

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah
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Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah
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Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah
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 Perkembangan Nilai Ekspor Minyak Kelapa Sawit 
(SITC)

 Perkembangan Nilai Ekspor Bauksit (SITC)

Kinerja impor Kalimantan Barat mencatat 
pertumbuhan sebesar 12,73% (yoy), sedikit  
rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang 
tumbuh sebesar 13,61% (yoy). Meskipun demikian, 
perlambatan tersebut terjadi di tengah nilai impor 
yang tetap meningkat secara nominal. Moderasi 
pertumbuhan terutama dipengaruhi oleh tingginya 
basis pembanding pada triwulan II 2025, ketika impor 

barang modal dan material untuk mendukung 
pembangunan kawasan industri, smelter alumina, 
serta infrastruktur pendukungnya. Tingginya realisasi 
impor pada periode yang sama tahun sebelumnya 
menyebabkan ruang pertumbuhan impor pada 
triwulan II 2026 secara tahunan menjadi lebih terbatas, 
meskipun secara triwulanan aktivitas impor masih 
menunjukkan peningkatan.

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah
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Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah
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Perlambatan impor juga sejalan dengan penurunan 
nilai impor barang konsumsi, meskipun impor barang 
bahan baku/penolong dan barang modal masih 
menunjukkan peningkatan. Impor barang konsumsi 
pada triwulan II tercatat 284,77 ribu ton, lebih rendah 
dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 
sebesar 341,32 ribu ton. Di sisi lain, kinerja impor 
tetap tumbuh, didorong oleh impor barang bahan 
baku yang meningkat dari 65,62 juta ton pada triwulan 
I menjadi 110,87 juta ton pada triwulan II. Impor 
barang modal juga meningkat dari 110,85 juta ton 
pada triwulan I menjadi 155,27 juta ton pada triwulan 
selanjutnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa 
aktivitas industri dan investasi masih membutuhkan 
pasokan mesin, peralatan, dan bahan baku dari luar 
negeri, namun peningkatan tersebut belum cukup 
kuat untuk mendorong pertumbuhan impor secara 
keseluruhan melampaui laju pertumbuhan pada 
triwulan sebelumnya.

Dari sisi material konstruksi, perlambatan terutama 
berkaitan dengan menurunnya impor material 
bahan bangunan olahan dan bahan bangunan dari 
tanah liat, meskipun impor besi dan baja masih 
meningkat signifikan. Kinerja impor komponen 
besi dan baja tumbuh hingga 595,89% (yoy), lebih 
tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang 
tumbuh sebesar 64,79% (yoy), seiring dengan masih 
berlangsungnya pembangunan sistem pembangkit 
listrik di Kawasan Industri Pulau Penebang. Namun, 
impor material kapur, semen, dan bahan bangunan 
olahan terkontraksi 79,89% (yoy), berbalik arah dari 
periode sebelumnya yang tumbuh hingga 213,25% 
(yoy). Penurunan juga terjadi pada impor bahan 
konstruksi dari tanah liat dan bahan konstruksi tahan 
api yang terkontraksi sebesar -100% (yoy), lebih dalam 
dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 
90,40% (yoy). Pelemahan impor kedua kelompok 
material tersebut mengindikasikan adanya penurunan 
kebutuhan pada sebagian tahapan konstruksi atau 
proyek yang sebelumnya membutuhkan material 
bangunan dalam jumlah besar, sehingga peningkatan 
impor besi dan baja belum sepenuhnya mampu 
mengompensasi moderasi pada kelompok material 
lainnya.
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 Perkembangan Volume dan Nilai Impor  Perkembangan Komposisi Komponen Impor

 Perkembangan Nilai Impor Barang Bahan Baku  Perkembangan Nilai Impor Barang Konusmsi

 Perkembangan Nilai Impor Barang Modal  Impor Material Konstruksi

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Nilai_Impor_(USD_Juta) volume impor (ribu ton)
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Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah 
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Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah
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BOKS 1 Prospek Hilirisasi Bauksit Kalimantan Barat di Tengah 
Tekanan Harga Alumina dan Risiko Pasokan Bauksit

Kalimantan Barat tengah memasuki fase penguatan 
hilirisasi bauksit seiring dengan berkembangnya 
kapasitas pengolahan alumina dan industri aluminium 
nasional. Pengembangan fasilitas pengolahan di 
sejumlah wilayah, di antaranya Kab. Mempawah, Kab. 
Ketapang dan Kab. Kayong Utara, mulai menggeser 
struktur industri dari aktivitas berbasis komoditas 
mentah menuju pengolahan yang bernilai tambah. 
Fasilitas pengolahan alumina yang telah beroperasi 
memiliki kapasitas sekitar 1–2 juta ton per tahun, 
sementara pengembangan tahap berikutnya diarahkan 
pada pembangunan fasilitas peleburan aluminium 
dengan kapasitas yang diprakirakan mencapai 600 
ribu–1 juta ton per tahun. Perkembangan tersebut 
menandai semakin terbentuknya rantai nilai bauksit–
alumina–aluminium di Kalimantan Barat sekaligus 
memperkuat posisi daerah sebagai salah satu basis 
pengembangan industri mineral bernilai tambah di 
kancah nasional.

Namun, penguatan kapasitas industri alumina 
berlangsung di tengah kondisi pasar global yang 
menghadapi tekanan. Penambahan kapasitas re nery 
di Tiongkok, Indonesia, dan India mendorong 
peningkatan produksi alumina global yang lebih 

cepat dibandingkan pertumbuhan penyerapannya. 
CRU, perusahaan riset dan market intelligence global, 
memperkirakan pasar alumina masih berada dalam 
kondisi surplus pada 2026, sehingga harga alumina 
cenderung berada di bawah tekanan dan baru 
berpotensi menguat kembali mulai 2027 seiring 
peningkatan kebutuhan dari smelter aluminium dan 
penyesuaian kapasitas produksi.

Pada saat yang sama, pengembangan kapasitas 
smelter baru di Indonesia menciptakan tambahan 
kebutuhan alumina di dalam negeri. Kondisi ini 
membuka peluang bagi produsen alumina Kalimantan 
Barat untuk memperkuat orientasi pasar domestik 
di tengah tekanan harga global. Peluang tersebut 
terlihat melalui pengembangan smelter alumunium, 
salah satunya di Kalimantan Utara. Berdasarkan 
informasi publik, kapasitas smelter tersebut mencapai 
500 ribu ton aluminium per tahun dan ditargetkan 
dapat mencapai kapasitas produksi penuh pada akhir 
2026. Pengembangan fasilitas tersebut berpotensi 
menciptakan sumber permintaan baru terhadap 
alumina domestik, sekaligus membuka peluang 
penguatan integrasi antarwilayah dalam rantai nilai 
industri aluminium nasional.  

Peluang pasar domestik tersebut menjadi semakin 
relevan seiring dengan keunggulan industri alumina 
Indonesia dari sisi biaya produksi yang ditopang oleh 
kedekatan re nery dengan sumber bauksit domestik 
serta ketersediaan sumber energi lokal. Berdasarkan 
estimasi Shanghai Metals Market (SMM), biaya 
produksi alumina Indonesia berada sekitar US$245 
per ton, lebih rendah dibandingkan Australia sebesar 
US$318 per ton dan Tiongkok sekitar US$390 per ton. 
Dalam kondisi harga global yang tertekan, struktur 

untuk menjaga margin sekaligus mendukung daya 
saing alumina domestik sebagai bahan baku industri 
aluminium nasional.

 Tren Harga Alumina dan Aluminium Global

Sumber: London Metal Exchange, diolah
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 Biaya Produksi Alumina

 Prospek investasi hilirisasi alumina di Kalimantan 
Barat hingga tahun 2029 

Sumber:Shanghai Metal Market, diolah
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Dengan demikian, di tengah tekanan harga alumina 
global, pasar domestik menjadi semakin strategis 
dalam memberikan kepastian penyerapan produksi. 
Dalam hal ini, tekanan pasar global justru dapat 
menjadi momentum untuk memperkuat keterkaitan 
antara industri alumina Kalimantan Barat dan 
pengembangan smelter aluminium nasional. 

Kendati demikian, peluang penguatan hilirisasi 
tersebut menghadapi tantangan baru dari sisi 
hulu, khususnya terkait ketersediaan bahan baku 
bauksit. Peningkatan kapasitas pengolahan alumina 
dan bertambahnya potensi penyerapan domestik 
membutuhkan kontinuitas pasokan bijih bauksit 
agar utilisasi refinery dapat tetap terjaga. Dalam 
perkembangannya, kendala dan ketidakpastian RKAB 
(Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) pada sejumlah 
IUP (Izin Usaha Produksi) pemasok mulai memberikan 
tekanan terhadap rantai pasok bauksit di Kalimantan 
Barat. Terbatasnya volume produksi pada sejumlah 
pemasok menyebabkan sumber bahan baku yang 

terbatas. Sejumlah IUP di Kalimantan Barat telah 
membatasi produksi bauksit, sehingga menekan 
ketersediaan bahan baku bagi refinery alumina. 
Berdasarkan estimasi Institut pour l’Histoire de 
l’Aluminium dan sejumlah sumber informasi lainnya, 
produksi 1 ton alumina setidaknya membutuhkan 
sekitar 2 hingga 2,5 ton bijih bauksit.

Kondisi tersebut membuka kemungkinan pemenuhan 
sebagian kebutuhan bahan baku melalui impor 
bauksit apabila pasokan domestik belum mencukupi. 
Namun, langkah tersebut berpotensi meningkatkan 
biaya pengadaan dan logistik sekaligus mengurangi 
manfaat ekonomi dari keterkaitan antara sumber 
daya bauksit domestik dan industri pengolahannya. 
Kondisi ini menjadi perhatian mengingat Kalimantan 
Barat merupakan salah satu basis sumber daya bauksit 
nasional, namun kapasitas pengolahannya berpotensi 
tidak sepenuhnya ditopang oleh pasokan domestik 
akibat kendala produksi dan perizinan.

Ke depan, prospek industri alumina Kalimantan Barat 
diprakirakan tetap positif, meskipun penguatannya 
berlangsung secara bertahap. Dalam jangka pendek, 
surplus alumina global masih berpotensi menahan 
kenaikan harga sehingga peningkatan kapasitas 
produksi perlu diimbangi dengan efisiensi dan 
kepastian pasar. Adapun, dalam jangka menengah, 
penambahan kapasitas aluminium domestik 
berpotensi meningkatkan kebutuhan alumina 
sekaligus memperkuat integrasi rantai pasok nasional. 
Dengan dukungan pasokan bahan baku, energi, dan 
logistik yang memadai, perkembangan tersebut 
berpotensi mendorong peningkatan utilisasi industri, 
aktivitas perdagangan, dan nilai tambah ekonomi 
daerah.
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Inflasi Bulanan 
Gabungan Kota IHK
Triwulan II 2026

Triwulan I 2026

0,31% (mtm)

0,25% (mtm)

Inflasi Tahun Kalender 
Gabungan Kota IHK
Triwulan II 2026

Triwulan I 2026

2,24% (ytd)

1,03% (ytd)

Inflasi Tahunan 
Gabungan Kota IHK
Triwulan II 2026

3,28% (yoy)
Triwulan I 2026
2,89% (yoy)

Triwulan II 2025
0,32% (mtm)

Triwulan II 2025
2,56% (ytd)

Triwulan II 2025
1,20% (yoy)



 Peningkatan in asi terutama bersumber dari kelompok makanan, 
minuman, dan tembakau  transportasi  serta perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan 
komoditas utama meliputi emas perhiasan, beras, bahan bakar rumah tangga, ikan baung, 
dan angkutan udara. Secara bulanan, tekanan in asi melandai dari 0,57% mtm) pada 

pril menjadi 0,32% mtm) pada Mei dan 0,31% mtm) pada uni, disertai pergeseran 
sumber tekanan dari pangan menuju energi dan transportasi. Secara spasial, in asi 
meningkat di seluruh wilayah I K, dengan in asi tertinggi tercatat di Kabupaten Sintang, 
diikuti Kabupaten Ketapang. Keduanya berada sedikit di atas batas atas sasaran in asi 
nasional. ntuk menjaga stabilitas harga, TPID se-Kalimantan Barat terus memperkuat 
strategi K melalui keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan 
komunikasi efektif, yang turut didukung oleh akselerasi program Gerakan Pengendalian 
In asi Pangan Sejahtera GPIPS).
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2.1. GAMBARAN UMUM

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS),diolah
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Tabel 2.1.

Tabel 2.2.

2023 2024 2025 2026
I II III IV I II III IV I II III IV I II
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Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah
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2.2. INFLASI BULANAN MTM

rally 

Eddy

 rally 

day-old chick
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rally 

oversupply

fuel surcharge
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Tabel 2.4.

Tabel 2.3.

Tw III 2025 Tw IV 2025 Tw I 2026 Tw II 2026
Jul Jan Feb Mar Jun
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Tabel 2.4.

2.3. INFLASI TAHUNAN YOY

crude palm oil
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Tabel 2.5.

fuel surcharge 

fuel surcharge

2023 2024 2025 2026
I II III IV I II III IV I II III IV I II
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Tabel 2.6.

Tabel 2.7.

2023 2024 2025 2026
I II III IV I II III IV I II III IV I II
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Tabel 2.7.
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fuel surcharge

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah
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Tabel 2.8.

Tw I 
2025

Tw II 
2025

Tw III 
2025

Tw IV 
2025

Tw II 
2026

Tw I 
2026

Tw I 
2025

Tw II 
2025

Tw III 
2025

Tw IV 
2025

Tw I 
2026

Tw II 
2026

Tw I 
2025

Tw II 
2025

Tw III 
2025

Tw IV 
2025

Tw I 
2026

Tw II 
2026

Tw I 
2025

Tw II 
2025

Tw III 
2025

Tw IV 
2025

Tw I 
2026

Tw II 
2026

Tw I 
2025

Tw II 
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Tw III 
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Tw IV 
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Tabel 2.9.

Tw I 
2025

Tw II 
2025

Tw III 
2025

Tw IV 
2025

Tw I 
2026

Tw II 
2026

Tw I 
2025

Tw II 
2025

Tw III 
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Tw IV 
2025

Tw I 
2026

Tw II 
2026

Tw I 
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Tw II 
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Tw III 
2025

Tw IV 
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Tw I 
2026

Tw II 
2026

Tw I 
2025

Tw II 
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Tw III 
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Tw IV 
2025

Tw I 
2026

Tw II 
2026

Tw I 
2025

Tw II 
2025

Tw III 
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Tw IV 
2025

Tw I 
2026

Tw II 
2026
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Tabel 2.10.
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Tabel 2.10.

UTARA 
 
 

 
 
 

 INFLASI TAHUN 2026

roadmap
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polybag

spot charter

igh Level Meeting
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smart spending



Pembiayaan Daerah serta
Pengembangan Akses
Keuangan dan UMKM
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Penenun Kalimantan Barat



Pertumbuhan Kredit* 
*Kredit Kalimantan

Triwulan II 2026

17,77% (yoy)
Triwulan I 2026
9,97% (yoy)

Pertumbuhan Dana 
Pihak Ketiga Perbankan
Triwulan II 2026

8,48% 
Triwulan I 2026
9,98%

Pertumbuhan Kredit 
UMKM*
*Lokasi Proyek

Triwulan II 2026

1,56%
Triwulan I 2026
2,83% 

Non Performing 
Loan Perbankan
Triwulan II 2026

1,70%
Triwulan I 2026
1,75% 

Loan to Deposit 
Ratio Perbankan
Triwulan II 2026

89,14%
Triwulan I 2026
88,32%

Triwulan II 2025
2,42% (yoy)

Triwulan II 2025
4,09%

Triwulan II 2025
89,79%

Triwulan II 2025
2,67% 

Triwulan II 2025
2,24%



Kredit perbankan wilayah Kalimantan Barat tumbuh sebesar 17,77% (yoy), meningkat 
dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,97% (yoy). Sementara itu, 
pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 11,57% (yoy) pada triwulan II 2026, 
meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 8,91% (yoy). Pertumbuhan kredit segmen 
UMKM tercatat 1,56% (yoy), mengalami pelemahan dibandingkan triwulan sebelumnya 
yang tumbuh sebesar 2,83% (yoy). Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan 
Kalimantan Barat tumbuh 9,13% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 
9,98% (yoy), yang didorong oleh perlambatan jenis pertumbuhan DPK giro dan DPK 
deposito. Selain itu, risiko kredit bermasalah di Kalimantan Barat mengalami perbaikan 
dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 1,70%, mengalami penurunan 
dibandingkan triwulan sebelumnya 1,75%, jauh di bawah threshold 5%.  
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3.1. PERKEMBANGAN PERBANKAN   
 SECARA UMUM8

3.1.1. Dana Pihak Ketiga (DPK)
Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan pada triwulan 
II 2026 tercatat sebesar Rp92,20 triliun, tumbuh 
8,48% (yoy). Pertumbuhan DPK tersebut menurun 
dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 

penurunan didorong oleh pertumbuhan jenis giro 

I 2026. Selain itu, pertumbuhan jenis Deposito juga 
mengalami kontraksi lebih dalam menjadi 5,52% (yoy) 
pada triwulan II 2026 dari triwulan I 2026 yang sudah 

pada triwulan sebelumnya, menjadi tumbuh sebesar 

Perkembangan SBT DPK Perbankan Perkembangan Jenis DPK Perbankan

8. Hanya menggunakan data bank umum, data bank perkreditan rakyat 
(BPR) tidak dimasukkan.

diketahui bahwa suku bunga tertimbang (SBT) DPK 
di Kalimantan Barat terpantau meningkat di tingkat 

pada triwulan I 2026. SBT tersebut diakibatkan oleh 
peningkatan SBT pada jenis DPK  giro dan deposito 
pada triwulan II 2026 masing – masing menjadi 

dan deposisto triwulan sebelumnya yang masing – 

itu, DPK tabungan tercatat stabil sebesar 0,56%. 
Berdasarkan kepemilikan, DPK di Kalimantan Barat 
masih didominasi oleh DPK perseorangan sebesar 

triwulan II 2026. Pangsa DPK perseorangan tersebut 
sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya 

Tabel 3.1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)* (Rp triliun)

Cakupan
(Rp Triliun) I II III IV I II III IV I II III IV I II

Nasional 8.005,58

Kalbar 85,00 88,20 92,20
g Kalbar (%, yoy) 4,09 5,45 8,56 9,98 8,48
Kaltim

Kalsel 85,68 95,45

Kaltara

Kalteng 44,65 45,69 54,24 52,80
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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 Posisi Valuta DPK Perbankan TW III 2025 (Rp triliun)

Perkembangan DPK Perbankan Berdasarkan 
Kegiatan Bank

Pada wilayah Kalimantan, total DPK Kalimantan Barat 
berada di posisi terbesar ketiga setelah Kalimantan 

tingkat pertumbuhan, DPK Kalimantan Barat tumbuh 
sebesar 8,48% (yoy) atau berada di posisi9 pertama 

di Kalimantan Barat terdiri atas DPK Rupiah sebesar 

Rp5,09 triliun atau 92,28% dari total DPK Kalimantan 
Barat, menurun dari pangsa triwulan sebelumnya yaitu 

Barat menurun dari 9,89% (yoy) pada triwulan 

Sementara itu, DPK perbankan syariah pada periode 

pangsa triwulan sebelumnya yang sebesar 6,80%. Di 
sisi lain, DPK perbankan syariah tumbuh meningkat 

di Kalimantan Barat masih didominasi oleh DPK 

perseorangan tersebut menurun dibandingkan 

HBKN, yang mendorong penggunaan sebagian dana 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. 
Pangsa DPK Pemerintah juga mengalami penurunan 

diperkirakan dipengaruhi oleh penggunaan dana 
untuk mendukung pelaksanaan berbagai program 
dan kegiatan pemerintah. Di sisi lain, DPK swasta 

(yoy) pada triwulan II 2026. Peningkatan pangsa 

perusahaan yang membuat surplus kas ditempatkan 
di perbankan, hal ini sejalan dengan membaikanya 

dan ekspor, yang tercermin dari peningkatan produksi 
CPO dan alumina.

Sedangkan DPK perseorangan tumbuh meningkat 

sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,54% (yoy). Hal 
ini sejalan dengan pertumbuhan DPK perseorangan 

tumbuh hingga 9,62% (yoy), dari triwulan sebelumnya 

jenis deposito yang mengalami perbaikan kontraksi 

data perbankan Kalimantan Timur.

Sumber: Bank Indonesia, diolah

RUPIAH 
(Rp Triliun)

95,53%

VALAS
(Rp Triliun)

4,47%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Konvensional (Rp triliun) Syariah (Rp triliun)
g Konvensional (%, yoy) g Syariah (%, yoy)
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Secara spasial, sebaran DPK masih terkonsentrasi di 

disusul oleh Kabupaten Ketapang dengan nominal 

konsentrasi DPK sejalan dengan kontribusinya 
terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat baik 

dan industri pengolahan. Di sisi lain, pertumbuhan 

Pangsa DPK berdasarkan Golongan Nasabah  Pertumbuhan Penghimpunan DPK Kabupaten/Kota 
di Kalimantan Barat

 Perkembangan Nominal DPK Kalimantan Barat Per Kabupaten/Kota (Rp Triliun)

kawasan industri yang masih dalam tahap konstruksi, 
yang mendorong peningkataan perputaran serta 
penempatan dana pada perbankan. 

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 

berada di posisi kedua di wilayah Kalimantan dengan 

I II III IV I II III IV I II III IV I II
Kalimantan Barat  85,00  88,20  92,20 
Kab. Mempawah  4,45  4,48  4,60  4,62  4,86  4,45  4,56 
Kab. Sambas  4,50  4,69  4,92  4,99  4,98 
Kab. Ketapang  4,68  4,68  4,89  5,28  5,46  5,60  6,04  6,44 
Kab. Sanggau  4,46  5,06  5,42  5,24  5,40  5,62 
Kab. Sintang  2,96 
Kab. Kapuas Hulu  2,04  2,29  2,22  2,28 
Kab. Bengkayang
Kab. Landak
Kab. Sekadau
Kab. Melawi

 0,40  0,44  0,48 
Kab. Kubu Raya  4,02  4,80 
Kota Pontianak  40,28  40,95 
Kota Singkawang  5,80  5,94  6,00  6,24  6,44 

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sumber: Bank Indonesia, diolah

TW II'26

Perseorangan,
67,14%

Pemerintah,
5,33%

Swasta,
27,53%

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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Timur masih menjadi lokasi dengan penyaluran kredit 
terbesar di wilayah Kalimantan dengan pangsa sebesar 

penyaluran kredit di Kalimantan Barat berkontribusi 

Pertumbuhan kredit di Kalimantan Barat yang 
meningkat pada triwulan II 2026 didorong oleh kredit 

triwulan sebelumnya yang tumbuh 20,85% (yoy). Hal 

pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha, 
terutama pada sektor industri pengolahan, seiring 
membaiknya produksi alumina dan CPO. Kredit Modal 
Kerja (KMK) juga tercatat tumbuh sebesar 6,08% 
(yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan 

(yoy). Peningkatan KMK diperkirakan didorong oleh 

tercermin dari pertumbuhan ekspor yang meningkat 

pembiayaan operasional, khususnya untuk pengadaan 

kredit konsumsi tumbuh sedikit melambat pada 
triwulan II 2026 menjadi 4,65% (yoy) dari triwulan 
sebelumnya yang tumbuh 5,04% (yoy). Peningkatan 

konsumsi diprakirakan mencerminkan kecenderungan 

perbankan untuk lebih hati-hati serta memprioritaskan 

Total kredit dari perbankan yang memiliki kantor 
pusat/kantor cabang berlokasi di Kalimantan Barat 

total nominal kredit pada triwulan II 2026 sebesar 

peningkatan pada pangsa perbankan Kalimantan Barat 
dari sebelumnya 68,20%. Sebagian pangsa kredit di 
Kalimantan Barat pada triwulan II 2026, berasal dari 

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 

Peningkatan penyaluran kredit oleh perbankan luar 
daerah, khususnya DKI Jakarta, menunjukkan semakin 
besarnya peran intermediasi perbankan luar wilayah 

ekonomi di Kalimantan Barat, di tengah penyaluran 
kredit oleh perbankan lokal yang tetap tumbuh secara 
nominal.

Perbankan dengan kantor pusat/kantor cabang yang 
berlokasi di Kalimantan Barat turut menyalurkan kredit 

triliun). Pangsa tersebut meningkat dibandingkan 

Tabel 3.3. Perkembangan Kredit Perbankan di Kalimantan (Rp Triliun)

I II III IV I II III IV I II III IV I II
Kalimantan Barat  94,55  95,52  96,49  98,45 
g Kalbar (%, yoy)  2,96  6,05  6,42  5,68  2,80  2,42  2,04  6,82  28,84 
Kalimantan Tengah  69,48  80,98  80,96  85,94 
Kalimantan Selatan  90,52  92,26  92,46  95,28 
Kalimantan Timur

 26,54 
Nasional  6.908  8.020  8.264  8.694 
g Nasional (%, yoy)  8,99  9,46 
Sumber: Bank Indonesia, diolah
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meningkat sebesar 
dan kredit modal kerja yang tumbuh meningkat 

pertumbuhan kredi konsumsi yang tumbuh melambat 
4,65% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang 
tumbuh 5,04% (yoy).

Perlambatan kinerja kredit konsumsi (KK)  terjadi di 
tengah kenaikan suku bunga tertimbang menjadi 

oleh peningkatan penyaluran kredit pada sektor 

industri pengolahan yang mencapai Rp8,50 triliun 
pada triwulan II 2026, meningkat dari Rp4,50 triliun 
pada triwulan sebelumnya. Hal ini seiring dengan 

Kab. Sanggau, Kab. Ketapang yang sedang dalam 
proses kontruksi. 

Bank Indonesia (BI) pada triwulan II 2026 yang 
meningkatkan BI Rate
2026 memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam 
menentukan keputusan pembiayaan. Kondisi tersebut 
tercermin dari  Suku Bunga Tertimbang (SBT) kredit 
pada triwulan II 2026 mengalami penurunan menjadi 
8,86%, dibandingkan triwulan sebelumnya yang 
sebesar 9,98%. Penurunan SBT kredit di Kalimantan 
Barat tersebut didorong oleh penurunan SBT pada 
kedua jenis penggunaan kredit, baik kredit modal 

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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8,54% pada triwulan II 2026. Sementara, SBT kredit 

kredit mencerminkan berlanjutnya transmisi kebijakan 
moneter ke sektor perbankan, didukung oleh 

antarbank dalam mendorong penyaluran kredit. 
Namun demikian, pertumbuhan kredit modal kerja 
yang masih mengalami perlambatan menunjukkan 
bahwa ruang ekspansi pembiayaan kepada dunia 
usaha masih terbuka. Oleh karena itu, penurunan SBT 
kredit modal kerja diharapkan dapat meningkatkan 

perbankan untuk mendukung kebutuhan operasional 
dan ekspansi kegiatan usaha.

Dari sisi kualitas kredit, Non-Performing Loan 
(NPL) perbankan di Kalimantan Barat menurun 
dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan NPL 
mencerminkan membaiknya kualitas penyaluran kredit 
dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban 
pembayaran, sehingga turut memoderasi peningkatan 
risiko kredit secara keseluruhan pada Triwulan II 
2026. NPL pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 

kredit KMK dan KI yang masing-masing sebesar 

dan 0,64%. Sedangkan pada KK terjadi peningkatan 

dalam, penurunan NPL triwulanI II 2026 didukung 
oleh menurunnya NPL penyaluran kredit di beberapa 
sektor, antara lain industri jasa perorangan yang 
melayani rumah tangga, industri pengolahan, dan 
pertambangan dan penggalian yang masing-masing 

Sementara itu, penurunan NPL kredit Kalimantan Barat 
pada beberapa sektor tertahan oleh meningkatnya 
NPL kredit sektor jasa perantara keuangan, jasa 
kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan 
perorangan lainnya, dan sektor kontrusi yang masing-

meningkatnya risiko kredit dan potensi penurunan 
kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban 
pembayaran. Kenaikan NPL Kalimantan Barat pada 
ke tiga sektor tersebut perlu menjadi perhatian 
perbankan dalam menjaga kualitas pembiayaan yang 
sehat serta memastikan kemampuan bayar debitur, 
baik dari sektor dunia usaha maupun rumah tangga. 
Pemantauan berkelanjutan serta penerapan strategi 
mitigasi risiko kredit tetap diperlukan untuk menjaga 
stabilitas sistem keuangan daerah dan mengantisipasi 
peningkatan risiko kredit pada sektor-sektor tertentu. 
Pemantauan berkelanjutan serta penerapan strategi 
jangka pendek dan menengah tetap dibutuhkan untuk 
mengatasi hambatan kualitas kredit. Dari sisi lainnya, 

Loan to Deposit Ratio mengalami peningkatan menjadi 
 Jenis Kredit Perbankan di Kalimantan Barat

 Suku Bunga Tertimbang (SBT) Kredit Perbankan 
di Kalimantan Barat

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Modal Kerja (Rp triliun) Investasi (Rp triliun) Konsumsi (Rp triliun)
g Modal Kerja (yoy) RHS g Investasi (yoy) RHS g Konsumsi (yoy) RHS
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 Perkembangan LDR dan Rasio NPL Perbankan

Perkembangan Rasio NPL Perbankan Berdasarkan 
Jenis Penggunaan

tinggi dibandingkan DPK, mencerminkan penguatan 

pembiayaan kepda sektor riil, dengan likuiditas 
perbankan tetap perlu dijaga untuk memastikan 
keberlanjutan ekspansi kredit.

Secara spasial, penyaluran kredit terkonsentrasi 
di Kota Pontianak dengan pangsa sebesar 22,68% 

disusul oleh Kabupaten Ketapang dengan pangsa 

ketiga kabupaten/kota tersebut sejalan dengan data 
perekonomian/PDRB Kalimantan Barat yang utamanya 
dikontribusi oleh Pontianak dan Ketapang. Lebih 

lanjut, pangsa Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, 
dan Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan 
dari triwulan sebelumnya memiliki pangsa kredit 

pangsa tersebut turut didorong oleh penurunan 
pangsa kredit di wilayah Kabupaten Landak dan Kota 
Singkawang, yang sekaligus merupakan dua wilayah 
dengan pangsa penyaluran kredit terendah pada 
triwulan II 2026, masing- masing menurun dari sebesar 

merupakan daerah dengan pertumbuhan kredit 

Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Mempawah 

Kabupaten Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu dan Kota 
Singkawang  yang masing – masing terkontraksi 0,69% 

triwulan II 2026. Berdasarkan risiko kredit, seluruh 
kabupaten/kota mencatatkan NPL yang terjaga. 

sedikit menurun dari sebelumnya 2,94%, disusul oleh 

dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 

masih mendominasi penyaluran kredit dengan total 

triwulan I 2026. Di sisi lain, pembiayaan perbankan 
syariah juga mencatat peningkatan pertumbuhan dari 

(yoy) pada triwulan II 2026. Kinerja pembiayaan syariah 

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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pembangunan Kalimantan Barat melalui meningkatkan 
perekonomian daerah yang berbasis potensi unggulan 

kualitas, seluruh jenis pembiayaan syariah memiliki 
tingkat Non Performing Financing (NPF) pada triwulan 

threshold 
5%. Secara spasial, kualitas pembiayaan syariah terjaga 
hampir diseluruh kabupaten/kota, dengan Kabupaten 
Mempawah yang perlu mendapatkan perhatian karena 
memiliki tingkat NPF sebesar 5,44%.

Perkembangan Nominal Kredit Berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp Miliar)

Perkembangan NPL Berdasarkan Kabupaten/Kota

I II III IV I II III IV I II III IV I II
Kalimantan Barat 90.666 95.520 99.095 98.452
Kab. Mempawah 6.824 6.968 5.994
Kab. Sambas 4.606 4.949 4.948
Kab. Ketapang
Kab. Sanggau 5.864 5.906 6.462 6.446
Kab. Sintang 8.605 8.668 8.468 9.225 8.842 8.956
Kab. Kapuas Hulu 5.994 5.988 6.086
Kab. Bengkayang 2.992 5.958
Kab. Landak 2.608 2.895
Kab. Sekadau
Kab. Melawi 2.090 2.250 2.566 2.692 2.980

605 656 652 668 4.655 5.290
Kab. Kubu Raya 8.485 8.496 9.082
Kota Pontianak 24.828
Kota Singkawang

Sumber: Bank Indonesia, diolah

I II III IV I II III IV I II III IV I II
Kalimantan Barat 2,08% 2,05% 2,24%
Kab. Mempawah 2,28% 2,04% 2,96% 2,40%
Kab. Sambas 0,68%
Kab. Ketapang 2,82% 2,69% 2,28% 2,28% 0,88% 0,86%
Kab. Sanggau 2,48%
Kab. Sintang 0,84% 0,88% 0,95% 0,90% 0,94% 0,90% 0,82% 0,82%
Kab. Kapuas Hulu 0,82% 0,85% 0,85% 0,94%
Kab. Bengkayang 2,08% 2,55% 2,56% 2,85% 2,84% 2,58%
Kab. Landak
Kab. Sekadau 0,42% 0,49% 0,46% 0,44% 0,60% 0,59% 0,66% 0,65% 0,65%
Kab. Melawi

0,46% 0,52% 0,60% 0,48% 0,54% 0,69% 0,04% 0,05%
Kab. Kubu Raya 0,82%
Kota Pontianak 2,46% 0,00% 2,98% 4,02% 2,94%
Kota Singkawang
Sumber: Bank Indonesia, diolah
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pengertiannya dengan mengeluarkan beberapa unsur berdasarkan 
golongan pemilik yakni (i) penduduk yang merupakan pemerintah 
pusat, pemerintah daerah serta badan-badan dan lembaga-lembaga 
pemerintah, (ii) bukan penduduk, dan (iii) bank. Selain itu, untuk 
pembahasan ketahanan sektor korporasi juga ditambahkan perhitungan 
DPK dengan berdasarkan penggolongan pemilik yang sama.

Kinerja sektor korporasi mengalami perbaikan 
tercermin dari penyaluran kredit kepada sektor 

Perbaikan kinerja kredit korporasi sejalan dengan 
kredit sektor industri pengolahan yang tumbuh 

(yoy). Hal ini sejalan dengan kinerja KMK sektor 
industri pengolahan yang tumbuh lebih tinggi menjadi 

dengan meningkatnya kapasitas produksi beberapa 
industri alumina sehingga beberapa perusahaan mulai 
membutuhkan tambahan modal kerja untuk membeli 
bahan baku, menambah persediaan, dan menjaga 
kelancaran produksi.

Lebih lanjut, pertumbuhan kredit korporasi yang lebih 
tinggi juga didorong oleh kinerja kredit korporasi 
sektor pertambangan dan penggalian serta sektor 
pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. 

(yoy) pada triwulan II 2026, membaik dibandingkan 

sementara kredit sektor pertanian, peternakan, 

tinggi dibandingkan sebelumnya yang terkontraksi 

penggalian didorong oleh eskalasi pada sektor industri 
pengolahan alumina di Kalimantan Barat yang turut 
mendorong eskalasi dari sisi pertambangan bauksit, 
sementara perbaikan sektor pertanian seiring dengan 
membaiknya harga CPO global serta kepastian 
permintaan CPO domestik seiring implementasi 
program B50 dari pemerintah. Perkembangan Non Performing Finance (NPF) 

Pembiayaan Syariah

 Perkembangan Pembiayaan Perbankan 
Berdasarkan Kegiatan Bank

 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah 
Berdasarkan Jenis Penggunaan

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Konvensional (Rp triliun) Syariah (Rp triliun)
g Konvensional (yoy, RHS) g Syariah (yoy, RHS)
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penggunaan, mayoritas kredit sektor korporasi 

(yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang 

lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang 

Berdasarkan lokasi proyek, daerah penyaluran kredit 
korporasi terbesar adalah Kota Pontianak, Kabupaten 

triwulan II 2026 terutama bersumber dari kredit 
korporasi di Kabupaten Mempawah yang tumbuh 

kredit korporasi di Kabupaten Mempawah didorong 

pengolahan.

Kualitas kredit korporasi menguat yang tercermin 
dari rasio NPL sebesar 0,89%, menurun dibandingkan 

ekonomi, penurunan rasio NPL tersebut terutama 
berasal dari sektor pertambangan dan penggalian 
serta sektor industri pengolahan masing-masing 

mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya 

sektor pertambangan dan penggalian serta industri 
pengolahan ini sejalan dengan pertumbuhan berbagai 
kawasan industri di Kalimantan Barat yang turut 
meningkatkan permintaan komoditas tambangnya.

korporasi tercatat sebesar Rp25,48 triliun, tumbuh 

Perlambatan DPK korporasi terjadi pada jenis giro 
dan deposito yang masing-masing tumbuh menjadi 

triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh 

 Penyaluran Kredit kepada Sektor Korporasi di 
Kalimantan Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan

Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Ekonomi 

 Komposisi Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor 
Ekonomi

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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Sektor Korporasi Industri Pengolahan Pertanian
Perdagangan Konstruksi

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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 NPL Kredit kepada Sektor Korporasi di 
Kalimantan Barat

 Perkembangan Jenis DPK Korporasi Kalimantan 
Barat

 Perkembangan DPK Sektor Korporasi pada KC/
KCP di Kalimantan Barat Berdasarkan Golongan Pemilik

 Pangsa DPK Sektor Korporasi pada KC/KCP di 
Kalimantan Barat Berdasarkan Golongan Pemilik

Korporasi jenis tabungan pada triwulan II 2026 

Berdasarkan golongan pemilik, mayoritas DPK tetap 
disumbangkan oleh korporasi sektor swasta - bukan 
lembaga keuangan. Penghimpunan dana dari sektor 
swasta - bukan lembaga keuangan pada triwulan II 

melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 

11

Sektor Perseorangan/Rumah Tangga (RT) di Kalimantan 
Barat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan 
ekonomi Kalimantan Barat yang tercermin dari realisasi 
pertumbuhan konsumsi RT pada PDRB Kalimantan 

Konsumsi Rumah Tangga juga mendominasi pangsa 
PDRB dari sisi pengeluaran sebesar 48,24%. Kinerja 
konsumsi rumah tangga pada triwulan II didorong oleh 

perlu dilihat untuk memitigasi terjadinya risiko sistemik. Di Kalimantan 
Barat, rumah tangga merupakan salah satu komponen penting dalam 
perekonomian dan sistem keuangan baik dari sisi kontribusi maupun 
keterkaitannya dengan perbankan, pemerintah, lembaga keuangan 
lainnya dan korporasi.

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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Sumber: Bank Indonesia, diolah

Swasta Bukan Lembaga Keuangan LKNB
BUMN BUMD
g Swasta Bukan Lembaga Keuangan (%) g LKNB (%)
g BUMN (%) g BUMD (%)
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perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) di hampir semua 
sektor, serta terjaganya harga komoditas unggulan 
seperti CPO dan alumina, yang turut menjaga daya beli 
masyarakat dan rumah tangga yang stabil, sehingga 
berdampak pada tingkat konsumsi rumah tangga 
yang terjaga kuat. 

Realisasi DPK perbankan dari nasabah perseorangan 

triliun atau tumbuh sebesar 6,02% (yoy), meningkat 
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 
5,54% (yoy). Pertumbuhan DPK tersebut terutama 
didorong oleh pertumbuhan DPK jenis tabungan 

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 

lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang 

dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 

Sementara itu, jumlah penyaluran kredit kepada 
debitur perseorangan mengalami pertumbuhan, 

sebelumnya yang tumbuh hingga 4,09% (yoy). 
Pertumbuhan tersebut sejalan dengan pertumbuhan 

Pertumbuhan DPK Perseorangan Berdasarkan 
Jenis Penempatan

(yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan 
triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,68% (yoy). 
Namun, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh 
kredit konsumsi yang tumbuh melambat menjadi 
4,66% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan 
sebelumnya yang tumbuh 5,05% (yoy). Melihat lebih 
rinci pada kredit rumah tangga, kredit kendaraan 

II 2026, meski lebih dangkal dibandingkan triwulan 

Selanjutnya, pertumbuhan kartu kredit nasabah 
perseorangan mengalami peningkatan dan tercatat 

8,20% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan 

rekening kartu kredit juga tumbuh meningkat 2,68% 
(yoy) pada triwulan II 2026, dibandingkan triwulan 
sebelumnya yang tumbuh 2,64% (yoy).

perseorangan tercatat dengan rasio NPL meningkat 
menjadi 2,46% pada triwulan II 2026, dibandingkan 

NPL tersebut terjaga pada level yang aman, di 
bawah threshold 5%. Peningkatan rasio NPL kredit 
perseorangan pada triwulan II 2026 didorong oleh 

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tecatat 

pada kredit modal kerja perseorangan dikarenakan 
eksposur risiko usaha/bisnis masyarakat. Monitoring 
rasio NPL kredit perseorangan, khususnya kredit 
modal kerja, dapat diupayakan stabil terjaga untuk 
mendukung pembiayaan sektor perseorangan 
dalam mendukung pertumbuhan total kredit dan 
keseluruhan perekonomian Kalimantan Barat yang 
berkelanjutan.Sumber: Bank Indonesia, diolah

Modal Kerja Investasi Konsumsi
g Modal Kerja (yoy, RHS) g Investasi (yoy, RHS) g Konsumsi (yoy, RHS)
g Perseorangan (yoy, RHS)
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Perkembangan Kredit Perseorangan  Perkembangan Rasio NPL Kredit Perseorangan 
Berdasarkan Jenis Pengunaan

 Nominal dan NPL Kartu Kredit Perseorangan Pertumbuhan Nominal Kartu Kredit Perseorangan

Penggunaan

korporasi dan perseorangan yang merupakan penduduk.

dengan kualitas kredit yang cukup terjaga. Pembiayaan 

perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang 

rendah dibandingkan dengan pangsa pada triwulan 
sebelumnya yang sebesar 28,49%. Rasio NPL kredit 

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang 
tercatat sebesar 2,82%. 

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Modal Kerja Investasi Konsumsi
g Modal Kerja (yoy, RHS) g Investasi (yoy, RHS) g Konsumsi (yoy, RHS)
g Perseorangan (yoy, RHS)
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Jenis Penggunaan

Berdasarkan jenis penggunaan, perlambatan 

lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang 

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang 
tumbuh 6,92% (yoy). Sektor ini berkontribusi terhadap 

peternakan, kehutanan, dan perikanan serta sektor 
PHR. Pangsa sektor pertanian serta perdagangan, 

Berdasarkan skala usaha seperti yang ditunjukkan 

untuk kredit usaha mikro dan usaha kecil yang 

triliun). Berdasarkan pertumbuhannya, kredit usaha 

triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,00% (yoy). 

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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Kategori Debitur

Sedangkan penyaluran kredit kepada usaha kecil 

dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 
sebesar 4,85% (yoy). Sementara itu, penyaluran kredit 
kepada usaha menengah tumbuh 6,29% (yoy), lebih 
rendah dibandingkan triwulan I yang tumbuh 9,44% 
(yoy).

triwulan sebelumnya yang sebesar 2,82%. NPL kredit 
berdasarkan jenis penggunaan ditunjukkan oleh 

lebih tinggi pula dibandingkan triwulan sebelumnya 

konstruksi dan pertanian yang masing-masing tercatat 

lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 6,55% 

perhatian khusus dalam menjaga perbaikan NPL pada 

pengolahan dengan rasio NPL diatas 5%.

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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BOKS 2 Rabbani Khatulistiwa 2026: Mendorong Penguatan 

perluasan akses pasar melalui exhibition dan business 
matching . Dengan basis 
halal
dengan sekitar  dari populasi pelaku usaha 
halal, menunjukkan bahwa Rabbani telah menjadi 

pelaku usaha dengan peluang pasar dan sumber 
pembiayaan. Rangkaian perluasan akses pasar 
tersebut menghasilkan outcome penjualan dan/atau 
business matching penjualan sebesar , 
atau mencapai . 

Penguatan akses pembiayaan menjadi bagian 

matching kredit/pembiayaan Road to FESyar, realisasi 
pembiayaan mencapai , atau 

. Dengan demikian, total 
transaksi penjualan dan business matching pembiayaan 
mencapai , dibandingkan biaya 
penyelenggaraan sebesar , sehingga 
menghasilkan Bene t Cost Ratio sebesar  
Capaian tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara 

terhadap pasar dan sumber pembiayaan.

Khatulistiwa 2026 tercermin dari tingginya jangkauan 

mencapai , atau 
, dengan engagement media sosial Instagram 

mencapai  dan positive 
media sentiment sebesar . Capaian tersebut 
memperlihatkan bahwa pendekatan ekosistem yang 
menggabungkan sisi permintaan melalui literasi 
dan promosi halal dengan sisi penawaran melalui 

memperluas dampak kegiatan di luar transaksi 
langsung selama event. 

Kalimantan Barat memiliki ruang pengembangan 
ekonomi syariah yang besar, didukung oleh 

 dengan potensi 
permintaan produk halal diperkirakan mencapai 

, berdasarkan asumsi 
jumlah penduduk muslim dikalikan pengeluaran per 
kapita masyarakat Kalimantan Barat. Potensi tersebut 
didukung oleh keberadaan  

syariah yang pada triwulan II 2026 tumbuh 
, meningkat dari  pada triwulan 

sebelumnya, dengan kualitas pembiayaan yang tetap 
terjaga sebagaimana tercermin dari NPF sebesar 

 jauh di bawah threshold 5%. Kondisi tersebut 
menunjukkan besarnya ruang untuk memperkuat 
keterhubungan antara sisi permintaan, kapasitas 
pelaku usaha, dan akses pembiayaan dalam ekosistem 
halal Kalimantan Barat. 

Dalam konteks tersebut,  
merupakan rangkaian aksi kolaborasi pengembangan 
ekonomi dan keuangan syariah yang diselenggarakan 

, dengan mengusung tema “Penguatan 

Barat.”
mengintegrasikan edukasi, capacity building , 
pendampingan, kompetisi, showcase, hingga business 
matching, kegiatan diarahkan untuk memperkuat 
kapasitas pelaku usaha sekaligus memperluas 
akses pasar dan pembiayaan. Pendekatan tersebut 
mempertemukan berbagai elemen ekosistem ekonomi 

masyarakat umum. 

Sepanjang rangkaian kegiatan, Rabbani Khatulistiwa 
2026 mencatat , termasuk 
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Ke depan, penguatan Rabbani Khatulistiwa diarahkan 
pada 

media engagement

besarnya potensi pasar halal Kalimantan Barat dan 

memperluas keterhubungan antar-aktor dalam rantai 
nilai halal, Rabbani diharapkan semakin berperan 
sebagai katalisator pengembangan ekosistem 

keynote speech 

 -
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Sistem Pembayaran 
dan Pengelolaan 
Uang Rupiah

 Pembayaran Digital dengan QRIS



Net Flow

Triwulan II 2026

582,65 M
Triwulan I 2026
-130,27 M

Pertumbuhan Nominal 
Transaksi RTGS
Triwulan II 2026

Rp43,164 T
Triwulan I 2026
Rp56,038 T

Pertumbuhan Nominal 
Transaksi SKN BI
Triwulan II 2026

Rp5,787 T
Triwulan I 2026
Rp6,179 T

Jumlah Merchant 
QRIS
Triwulan II 2026

552.673
Triwulan I 2026
503.209

Jumlah User QRIS

Triwulan II 2026

875.440
Triwulan I 2026
817.969

Pertumbuhan Nominal 
Transaksi UE
Triwulan II 2026

Rp1,743 T
Triwulan I 2026
Rp1,671 T

Triwulan II 2025
1,066 T

Triwulan II 2025
Rp5,922 T

Triwulan II 2025
428.636

Triwulan II 2025
740.276

Triwulan II 2025
Rp35,461 T

Triwulan II 2025
Rp945,72 M



Peredaran uang kartal di Provinsi Kalimantan Barat pada Triwulan II 2026 mengalami kondisi net-
. 

Transaksi nontunai bernilai besar (SKNBI dan BI-RTGS) maupun ritel (BI-FAST, Kartu debit dan kredit, dan 
uang elektronik) tumbuh di Triwulan II 2026, 

. Hingga akhir Triwulan II 2026, jumlah merchant QRIS, pengguna, dan volume transaksi 
tumbuh secara akseleratif. Bank Indonesia melakukan berbagai inisiatif untuk mempercepat elektroni kasi 
transaksi pemerintah daerah (ETPD), antara lain implementasi QRIS dinamis melalui platform pemerintah 
daerah yang sudah diimplementasikan di Kota Pontianak (E-Ponti), Kota Singkawang (SIGAP), Kab. Sambas 
(E-Pakatan), Kab. Landak (SAPALA), Kab. Mempawah (Si Perjaka), Provinsi Kalbar (Samsat)

. Hal 
ini tercermin dari penurunan transaksi jual/beli UKA dan transaksi incoming-outgoing melalui Layanan 
Remitansi, menunjukkan adanya moderasi aktivitas lintas negara.
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4.1. SISTEM PEMBAYARAN TUNAI

4.1.1. Perkembangan Pengelolaan Uang   
 Rupiah
Aliran uang kartal pada Triwulan II 2026 menunjukan 
posisi net-inflow sebesar Rp0,58 triliun. Angka 
tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan yang 
sama pada tahun sebelumnya yang tercatat Rp1,06 

Sepanjang triwulan II 2026, tercatat out ow sebesar 
Rp1,67 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar 
103,66% dibanding triwulan sebelumnya (qtq) dan 
turun sebesar 57,51% dibanding triwulan yang sama 
pada tahun sebelumnya (yoy). Penurunan out ow 

disebabkan oleh arus balik pasca Idul Fitri. 

Aliran uang kartal yang masuk Bank Indonesia pada 
Triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp2,25 triliun. 
Berbeda dengan tren out ow, terjadi peningkatan 
sebesar 225,58% dibanding triwulan sebelumnya (qtq) 

sama pada tahun sebelumnya (yoy). Pertumbuhan 
in ow (qtq) yang besar dapat disebabkan oleh base 
effect besaran inflow akibat arus balik pasca Idul 
Fitri. Kondisi ini juga mengindikasi bergesernya pola 
transaksi masyarakat Kalimantan Barat dari uang tunai 
menuju pembayaran digital sejalan dengan terus 
meningkatnya volume transaksi QRIS di Kalimantan 
Barat.

 Perkembangan In ow- ut ow di KPwBI Prov. 
Kalimantan Barat

 Perkembangan temuan UPAL di Kalimantan Barat

Perbandingan Kontributor temuan UPAL 
di Kalimantan Barat pada TW II 2025 & 2026

Temuan uang Rupiah yang diragukan keasliannya 
selama Triwulan II 2026 mencapai 96 bilyet yang 
didominasi oleh pecahan besar yaitu Rp100.000 
sebanyak 53 bilyet dan pecahan Rp50.000 sebanyak 

tersebut sama dibandingkan dengan Triwulan II 2025, 

sumbernya, temuan tersebut didominasi oleh temuan 
Perbankan sebesar 99% dan 1% lainnya berasal dari 

masyarakat, dan Mesin Sortasi Uang Kas (MSUK)  
ksetoran Bank di Kas Bank Indonesia.

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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 Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS di 
Kalimantan Barat

 Perkembangan Nominal Transaksi BI-RTGS di 
Kalimantan Barat

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan 
Barat senantiasa memperkuat sinergi dengan Aparat 
Penegak Hukum (APH) dan instansi vertikal untuk 

2026, KPw BI Kalbar menginisiasi Rapat Koordinasi 
Teknis Unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah 
Palsu (Botasupal) Kalimantan Barat yang dihadiri oleh 
perwakilan BINDA, POLDA, Kejaksaan Tinggi, Bea Cukai, 
dan Bank Indonesia. Kegiatan ini bertujuan sebagai 
forum penyegaran fungsi sekaligus langkah awal 
penyusunan strategi pembentukan Forum Botasupal 
Kalimantan Barat berdasarkan amanat Perpres No. 123 
Tahun 2012. Seluruh unsur yang hadir berkomitmen 
penuh mendukung percepatan formalisasi forum ini, 
yang ditargetkan berlanjut hingga pelaksanaan High 
Level Meeting (HLM) Botasupal Kalimantan Barat. 
Dalam jangka menengah, setelah langkah-langkah 
teknis disepakati, forum ini membidik pelaksanaan 
pemusnahan Rupiah palsu secara terintegrasi. 
Penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat 
membangun sinergi pengawasan yang solid, terutama 
dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di 
wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang rentan 
terhadap kejahatan pemalsuan uang.

Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 
Kalimantan Barat secara rutin melakukan peningkatan 
pemahaman masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan 
sosialisasi dan edukasi Cinta Bangga Paham (CBP) 
Rupiah ke berbagai lapisan masyarakat sehingga 
masyarakat dapat lebih cermat dalam mengenali ciri 
– ciri keaslian uang Rupiah. Sepanjang Triwulan I dan 
II 2026, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 
Kalimantan Barat secara masif melaksanakan kegiatan 
sosialisasi dan edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah di 
berbagai kesempatan seperti agship events SERAMBI, 
Saprahan Khatulistiwa, Ekspedisi Rupiah Berdaulat 
maupun melalui media sosial seperti Instagram.

 TUNAI

Real   
 Time Gross Settlement
Pada Triwulan II 2026, volume transaksi melalui Sistem 
Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) 
di Kalimantan Barat tercatat sebesar 10,3 ribu transaksi 
atau tumbuh sebesar 16,0% (yoy) dibandingkan 
dengan triwulan II 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 

Berikutnya, nominal transaksi BI-RTGS tercatat sebesar 

dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang tercatat 
kontraksi sebesar 0,51% (yoy).

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI di 
Kalimantan Barat

 Perkembangan Volume Transaksi BI-FAST di 
Kalimantan Barat

 Perkembangan Nominal Transaksi BI-FAST di 
Kalimantan Barat

 Perkembangan Nominal Transaksi SKNBI di 
Kalimantan Barat

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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Sumber: Bank Indonesia, diolah
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Sumber: Bank Indonesia, diolah
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Sumber: Bank Indonesia, diolah
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 Kliring Nasional Bank Indonesia
Pada Triwulan II 2026,  seperti yang ditunjukkan pada 

Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Kalimantan Barat 

sebesar 1,87% (yoy) dibandingkan dengan triwulan II 
2025 yang tercatat terkontraksi lebih rendah sebesar 

transaksi SKNBI tercatat mencapai Rp5,79 triliun atau 
terkontraksi sebesar 2,28% (yoy) dibandingkan dengan 

Untuk sistem pembayaran ritel secara real-time 
settlement, nilai transaksi incoming melalui BI-FAST 
ke Kalimantan Barat pada  Triwulan II 2026 tercatat 
sebesar Rp56,0 Triliun dengan volume 20,25 juta 
transaksi. Pada periode yang sama, nilai transaksi 
outgoing tercatat sebesar Rp57,3 Triliun dengan 
volume 20,30 juta transaksi. Baik volume dan 
nominal transaksi mengalami pertumbuhan pesat 
dibandingkan beberapa triwulan terakhir sebagaimana 

Nilai Perkembangan transaksi BI-RTGS dan SKNBI 
ini turut dipengaruhi oleh adanya shifting behaviour 
masyarakat dalam menggunakan BI-FAST yang 
menawarkan transaksi real time dengan biaya transaksi 
yang lebih murah untuk transfer dana hingga Rp250 
juta per transaksi. 
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 Perkembangan volume transaksi Kartu Debit di 
Kalimantan Barat

 Perkembangan volume transaksi Kartu Kredit di 
Kalimantan Barat

 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di 
Kalimantan Barat

 Perkembangan nominal transaksi Kartu Debit di 
Kalimantan Barat

 Perbandingan Pangsa Penggunaan Kartu Debit di 
Kalimantan Barat pada TW II 2025 & 2026

Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu 
(APMK) seperti kartu ATM/debit mencatatkan tren 
pertumbuhan di Kalimantan Barat. Seperti yang 

sebesar 0,16% (yoy) dibandingkan dengan triwulan II 
2025 yang tercatat terkontraksi sebesar 3,31% (yoy). 

debit tercatat mencapai Rp33,7 triliun atau tumbuh 
sebesar 7,93% (yoy) dibandingkan dengan Triwulan 
II 2025 yang tumbuh sebesar 3,59% (yoy). Dari segi 
jenis transaksi, penggunaan kartu debit didominasi 
oleh aktivitas tarik dan setor tunai dengan pangsa 
sebesar 62,27%. Adapun aktivitas transfer interbank, 
antarbank, pembayaran dan belanja memiliki proporsi 

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tarik Tunai SetorTunai
Vol Belanja Vol Pembayaran

(Juta)

-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

12%

0

5

10

15

20

25

30

I II III IV I II III IV I II III IV I II

2023 2024 2025 2026
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Sumber: Bank Indonesia, diolah
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Sumber: Bank Indonesia, diolah
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Sampai akhir Triwulan II 2026, jumlah kartu ATM/Debit 
tercatat sebanyak 15,6 juta kartu dan jumlah mesin 



69

Bab 4
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat - AGUSTUS 2026

 Perbandingan Pangsa Penggunaan Kartu Kredit di 
Kalimantan Barat pada TW II 2025 & 2026

 Perkembangan Volume Transaksi UE di 
Kalimantan Barat

 Perkembangan Nominal Transaksi UE di 
Kalimantan Barat

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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Nilai transaksi kartu kredit pada triwulan II 2026 
mengalami peningkatan dari sisi nominal dan sisi 

transaksi atau tumbuh meningkat sebesar 27,0% (yoy), 
dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang tercatat 

18,8% (yoy) dibandingkan dengan Triwulan II 2025 
tercatat sebesar 7,8% (yoy). Berdasarkan jenis transaksi, 
penggunaan kartu kredit didominasi dari aktivitas 
belanja dengan pangsa sebesar 99,2%. Aktivitas tarik 
tunai dan bill payment memiliki proporsi relatif kecil 

kartu kredit yang beredar pada triwulan laporan 
tercatat sebanyak 150.065 kartu, turun dari triwulan 

Perkembangan pesat ekonomi keuangan digital 
juga diiringi berbagai alternatif alat pembayaran, 
uang elektronik (UE), baik chip based maupun server 
based.
volume transaksi UE tercatat mencapai 15,2 juta 
transaksi atau tumbuh sebesar 26,8% (yoy), lebih 

tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang 

2026 tercatat sebesar Rp1,7 triliun atau tumbuh drastis 

II 2025 yang tumbuh sebesar 16,62% (yoy). Kemudian 
dari segi jenis transaksi, penggunaan UE didominasi 
oleh aktivitas belanja yang berkontribusi 88,8% dari 
keseluruhan volume transaksi. Adapun aktivitas 
transfer dan tarik tunai memiliki proporsi relatif kecil 

Triwulan II 2026, jumlah UE, baik chip based maupun 
server based pada triwulan laporan tercatat sebanyak 
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Sumber: Bank Indonesia, diolah
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 Pangsa Kategori Merchant Pengguna QRIS di 
Kalimantan Barat

Merchant QRIS secara Spasial 
di Kalimantan Barat

 Perkembangan Posisi Merchant QRIS di 
Kalimantan Barat

 PENGEMBANGAN LAYANAN   

Quick Response Code  
 Indonesian Standard (QRIS)
Implementasi elektronifikasi transaksi keuangan 
menggunakan QRIS di Kalimantan Barat terus 
menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hingga 
Triwulan II 2026, jumlah merchant QRIS di Kalimantan 
Barat telah mencapai 552,7 ribu merchants, mencatatkan 
pertumbuhan sebesar 9,83% dibandingkan triwulan 
sebelumnya dan 28,9% dibandingkan dengan 
Triwulan I 2025 seperti ditunjukkan pada Grafik 

akseptasi QRIS pada dunia usaha.

Data Triwulan II 2026 mencatat bahwa sebaran wilayah 
merchant QRIS di Kalimantan Barat masih didominasi 
Kota Pontianak yang mencapai 206,21 ribu merchants. 

Kabupaten Kubu Raya (59,1 ribu merchants) dan 
merchants). Apabila 

dilihat dari sisi pertumbuhan jumlah merchants, Kab. 
Kayong Utara mencatat kenaikan terbanyak sebesar 

Pertumbuhan tinggi juga tercatat di Kab. Bengkayang 
(51,99%) dan Kab. Sambas (35%) seperti ditunjukkan 

merchant QRIS berasal dari Usaha Mikro (UMI) 
merchants, diikuti oleh Usaha 

merchants. 

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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Sumber: Bank Indonesia, diolah
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keseluruhan merchant QRIS seperti yang ditunjukkan 

Peningkatan penggunaan QRIS juga terlihat dari jumlah 
pengguna yang terus bertumbuh. Hingga Triwulan II 
2026, jumlah pengguna QRIS di Kalimantan Barat 

users, mengalami pertumbuhan 
7,03% dibandingkan triwulan sebelumnya dan 
18,26% dibandingkan dengan Triwulan II 2025 

ini didorong oleh upaya perluasan QRIS melalui 
sosialisasi dan akuisisi secara masif kepada masyarakat 
di Kalimantan Barat, yang merupakan hasil kolaborasi 
dengan pemerintah daerah, perbankan, lembaga 
sosial, lembaga pendidikan, pasar tradisional dan 
modern, komunitas informal, serta berbagai pihak 
lainnya. Secara keseluruhan, akseptasi QRIS di 
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 Perkembangan Volume Transaksi QRIS di 
Kalimantan Barat

 Perkembangan Nominal Transaksi QRIS di 
Kalimantan Barat

 Perkembangan Posisi Pengguna QRIS di 
Kalimantan Barat

Akselerasi digitalisasi pembayaran di Kalimantan Barat 

Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Bank Indonesia 
bersama dengan Pemerintah daerah di Kalimantan 
Barat dan seluruh anggota Tim Percepatan dan 
Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), melakukan 
berbagai inisiatif untuk mempercepat ETPD dan 
digitalisasi pembayaran, termasuk memperluas 
penggunaan instrumen dan kanal pembayaran QRIS 
terutama QRIS dinamis, memanfaatkan platform 
e-commerce untuk pembayaran pajak dan retribusi, 
serta mengoptimalkan peran Bank Rekening Kas 
Umum Daerah (RKUD) melalui perluasan kanal-kanal 
pembayaran digital. Saat ini, sudah diimplementasikan 
QRIS dinamis untuk pembayaran pajak daerah di enam 
Pemerintah Daerah yaitu Kota Pontianak (E-Ponti), 
Kota Singkawang (SIGAP), Kab. Sambas (E-Pakatan), 
Kab. Landak (SAPALA), Kab. Mempawah (Si Perjaka), 
Provinsi Kalbar (Samsat) melalui kerjasama Organisasi 
Pemerintah Daerah (OPD) terkait dengan Bank RKUD.

penyaluran bantuan sosial melalui Program Keluarga 
Harapan (PKH) dan Program Sembako (PS) terus 
dilakukan. Penyaluran PKH tahap II 2026 disalurkan 
dengan secara non tunai oleh Himbara-BSI. Bank 
Penyalur di Kalimantan Barat yaitu PT Bank Negara 
Indonesia, PT Bank Mandiri dan PT Bank Rakyat 
Indonesia. Penyerapan bantuan sosial PKH sebesar 

lanjut, tingkat penyerapan Program Sembako (PS) di 

sebesar 92,13% dengan KPM sebanyak 231.680. 

Adapun pada Triwulan II 2026 transaksi e-commerce 
mengalami peningkatan sebesar 36,83% dibandingkan 
dengan nominal transaksi pada Triwulan II 2025. 

terbesar berasal dari Kota Pontianak sebesar 22% 
dan total transaksi di Kalimantan Barat. Lebih lanjut, 
metode transaksi yang dimininati dalam transaksi 
e-commerce yaitu transaksi non tunai mencakup 
kartu kredit/debit online, kredit tanpa kartu, transfer 

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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Sumber: Bank Indonesia, diolah
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Kalimantan Barat semakin berkembang baik dari sisi 
jumlah merchant, volume dan nilai transaksi, maupun 
jumlah pengguna, yang mencerminkan keberhasilan 
implementasi sistem pembayaran digital ini di daerah 
tersebut.
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bank dan uang elektronik yang mencapai 55,17% 
sedangkan metode pembayaran COD/tunai dengan 

adanya shifting behaviour masyarakat Kalimantan 
Barat dalam bertransaksi, hal tersebut didukung pula 
dengan semakin meningkatnya akseptasi pembayaran 
digital QRIS di Kalimantan Barat.

4.4. PERKEMBANGAN KEGIATAN   
 USAHA PENUKARAN VALUTA   
 ASING BUKAN BANK (KUPVA   
 BB) DAN PENYEDIA JASA    
 PEMBAYARAN LAYANAN    
 REMITANSI (PJP LR)

Transaksi pembelian dan penjualan uang kertas 
asing (UKA) oleh KUPVA Bukan Bank (KUPVA BB) 
di Kalimantan Barat secara umum mengalami 
peningkatan baik secara tahunan maupun triwulanan 

2026, total pembelian UKA oleh KUPVA BB tercatat 
sebesar Rp161,7 miliar atau meningkat sebesar 
10,77% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan 

(qtq) dibandingkan triwulan I 2026 yang terkontraksi 

tumbuh sebesar 10,28% (yoy) dibandingkan Triwulan 
I 2026 yang tercatat tumbuh sebesar 1,09%. Bila 
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, jumlah 

triwulan I 2026 yang terkontraksi sebesar 2,70% (qtq).

Berdasarkan jenis mata uang, Ringgit Malaysia (MYR) 
masih mendominasi transaksi valas di KUPVA BB di 
Kalimantan Barat. Pada triwulan Ii 2026, transaksi 
penjualan UKA MYR memiliki pangsa terbesar, yakni 
sebesar 72,1%, diikuti oleh Dolar US (USD) yang 
mencapai sebesar 6,36% dan Chinese Yuan (CNY) 
sebesar 5,91%. Letak geografis Kalimantan Barat 
yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadi 
penyebab dominasi transaksi valas di Kalimantan 
Barat oleh Ringgit Malaysia (MYR). Dari sisi pembelian, 

transaksi UKA MYR juga memiliki pangsa terbesar, 

sebesar 6,16%.

Volume dan nilai pengiriman uang dari dan ke luar 

IV 2025 secara umum mengalami penurunan. 
Volume transaksi incoming tercatat mencapai 17,7  
ribu transaksi atau terkontraksi sebesar 6,17% (qtq) 
sedangkan volume transaksi outgoing mencapai 

lanjut, nominal transaksi incoming tercatat mencapai 

sedangkan nominal outgoing tercatat mencapai 

Transaksi Valuta Asing di Prov. Kalimantan Barat

 Transaksi Valuta Asing di Prov. Kalimantan Barat

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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Sumber: Bank Indonesia, diolah
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  Perkembangan Frekuensi Transaksi Incoming & 
utgoing

  Perkembangan Nominal Transaksi Incoming & 
utgoing

LR di Kalimantan Barat

LR di Kalimantan Barat

Kondisi tersebut menyebabkan terjadi net-inflow 

Triwulan I 2026 yang tercatat net-inflow sebesar 
Rp165,90 miliar. Besarnya proporsi transaksi incoming 
pada Triwulan II 2026 ditopang kegiatan penerusan 

Singapura.

Barat didominasi oleh transaksi domestik. Hal ini 
tampak dari volume transaksi yang tercatat sebesar 

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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Sumber: Bank Indonesia, diolah
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Sumber: Bank Indonesia, diolah
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bisnis transaksi di Kalimantan Barat didominasi oleh 
transaksi luar negeri incoming, setelah sebelumnya 
terjadi pergeseran preferensi ke transaksi domestik. 

transaksi domestik dan luar negeri incoming. Tren 
tersebut disebabkan proses akuisisi serta kegiatan 
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LR di Kalimantan Barat LR di Kalimantan Barat

Sumber: Bank Indonesia, diolah
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BOKS 3 Lentera Batas Negeri Entikong 2026

Wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) dengan Malaysia merupakan kawasan 
strategis yang berperan penting dalam menjaga 
kedaulatan negara, baik dari aspek wilayah, ekonomi, 
maupun sosial budaya. Tingginya intensitas interaksi 
lintas negara di wilayah perbatasan menjadikan 
kawasan ini memiliki dinamika ekonomi yang unik, 
termasuk dalam hal penggunaan alat pembayaran. 
Dalam konteks tersebut, masih terdapat tantangan 
terkait penguatan kedaulatan ekonomi, khususnya 
dalam mendorong penggunaan Rupiah sebagai 
simbol kedaulatan NKRI.

Sejalan dengan tugas dan mandatnya, Bank Indonesia 
sebagai otoritas moneter memiliki tanggung jawab 
untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah serta memastikan 
kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka 
mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia terus 
berupaya meningkatkan jangkauan distribusi uang 
Rupiah, memperkuat literasi masyarakat melalui 
program Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah, serta 
mendorong digitalisasi sistem pembayaran melalui 
QRIS, termasuk QRIS Cross Border. Selain itu, Bank 
Indonesia juga berperan dalam memberikan edukasi 
perlindungan konsumen (PeKA) serta mendukung 
pengendalian inflasi melalui program Gerakan 

Setelah penyelenggaraan Lentera Batas Negeri di 
PLBN Aruk pada tahun 2025, Kantor Perwakilan Bank 
Indonesia Provinsi Kalimantan Barat bersinergi dengan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah 
Kabupaten Sanggau, Badan Nasional Pengelola 
Perbatasan PLBN Entikong, Bapenda Provinsi 
Kalimantan Barat, Bapenda Kabupaten Sanggau, PT 

Imigrasi Entikong, Rumah BUMN, serta UPT Puskesmas 
Entikong menyelenggarakan Lentera Batas Negeri 

dari 7 (tujuh) rangkaian acara sebagai berikut:

a. Layanan Penukaran Uang

 Layanan penukaran uang dilakukan di Pasar 

bekerja sama dengan BPD Balai Karangan dan 
BNI Balai Karangan. Dalam pelaksanaannya, total 
modal kerja yang dibawa sebesar Rp1,5 miliar 
dan terserap sebesar 100%. Dari total uang yang 
diterima dari masyarakat, Tim Kas Keliling berhasil 
menyerap Uang Tidak Layak Edar (UTLE) sebesar 
Rp1,335 miliar atau 89%, sedangkan Uang Layak 
Edar (ULE) tercatat sebesar Rp165 juta atau 11%.

b. Edukasi CBP, QRIS, dan Belanja Bijak

 Pelaksanaan Edukasi CBP Rupiah, QRIS Cross 
Border, Literasi Keuangan dan Pelindungan 
Konsumen (PeKa) bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman masyarakat mengenai Rupiah. 
Sosialisasi penggunaan QRIS, termasuk potensi 
transaksi lintas negara, serta peningkatan 
kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban 
sebagai konsumen jasa keuangan melalui program 
PeKa. Kegiatan edukasi tersebut menjangkau 
berbagai segmen peserta, antara lain 27 UMKM 
pada kegiatan Business Matching; 100 peserta di 
Kantor Kecamatan Entikong; serta sekitar 1.000 
masyarakat pada puncak kegiatan.

c. Pasar Batas Nusantara

 Pasar Batas Nusantara UMKM dilaksanakan melalui 
kerja sama dengan Rumah BUMN Sanggau sebagai 
wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat 
di wilayah perbatasan. Pasar Batas Nusantara 
merupakan bagian dari upaya penguatan UMKM di 
wilayah perbatasan melalui expo produk unggulan. 
Kegiatan ini melibatkan 23 UMKM binaan Rumah 
BUMN Sanggau yang bergerak di berbagai 
sektor, antara lain makanan, minuman, fashion, 
dan kerajinan. Konsep kegiatan mengusung 
Collective Space, yaitu seluruh produk UMKM dijual 
dalam satu area terpadu agar masyarakat dan 
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pengunjung lebih mudah melihat, mengenal, serta 
memilih produk yang tersedia. Pada acara Lentera 
Batas Negeri 2026 di PLBN Entikong, UMKM 
Pasar Batas Nusantara berhasil terjual sebanyak 
131 produk dengan omzet total mencapai Rp 

ribu rupiah).

d. Gerakan Pangan Murah (GPM)

 Kegiatan GPM dilaksanakan dengan sasaran 
masyarakat di sekitar PLBN Entikong, khususnya di 
Desa Entikong, Neken, Semangat, Pala Pasang, dan 
Suluh Tembawang. Kegiatan ini merupakan hasil 
sinergi antara KPwBI Provinsi Kalimantan Barat, 
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan 
Barat, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi 
Kalimantan Barat, serta mitra pelaksana lainnya. 
Bentuk kegiatan meliputi pelaksanaan GPM dan 
Edukasi Belanja Bijak sebagai upaya mendukung 

perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Total 
paket yang disediakan dalam kegiatan ini sebanyak 
1.000 paket. Adapun kegiatan Edukasi Belanja Bijak 
menargetkan dihadiri oleh 1.000 orang peserta. 
Sebagai bentuk dukungan kegiatan, diberikan 
souvenir kepada peserta berupa minyak goreng 
1 liter dan telur 1 paket yang berisi 10 butir. 

e. Sinergi Layanan Kas (SILAKAS)

 Pada kesempatan ini, kami juga mengajak beberapa 
Stakeholder
dan Puskesmas Entikong) untuk bersinergi dan 
berkolaborasi dalam memberikan layanan kepada 
masyarakat. Bentuk sinergi tersebut meliputi 
layanan informasi Imigrasi, Layanan SAMSAT 
Go Kecamatan (SAMSAT GOKATAN), Layanan 
Sosialisasi Keselamatan Transportasi dan layanan 
cek kesehatan gratis secara terpadu untuk 

khususnya di wilayah perbatasan.

f. Rupiah Corner Perbatasan

 Rupiah Corner merupakan pojok edukasi yang 
menyediakan informasi terkait rupiah, sistem 

pembayaran, edukasi (CBP, QRIS-PeKa), serta 
peran Bank Indonesia yang bertujuan sebagai 
pusat literasi keuangan yang mudah diakses 
masyarakat, sekaligus memperkuat pemahaman 
dan kecintaan terhadap rupiah dan produk Bank 
Indonesia lainnya. Pada pojok tersebut terdapat 
user experience dalam penggunaan alat untuk 
mendeteksi keaslian uang rupiah meliputi lampu 
UV dan kaca pembesar yang terhubung dengan 
layar LED. Selanjutnya terdapat beberapa fun 
games untuk menambah keseruan pada Rupiah 
Corner Perbatasan.

g. UMKM

 Business Matching UMKM di PLBN Entikong 
berhasil meningkatkan pemahaman dan kesiapan 
UMKM dalam mengakses pasar ekspor, khususnya 

11 UMKM dengan produk yang sesuai kebutuhan 
pasar dan diminati buyer. Sampel produk tersebut 
akan ditindaklanjuti kepada buyer potensial di 
Kuala Lumpur, dan apabila terdapat ketertarikan, 
akan difasilitasi Business Matching lanjutan 
secara daring melalui Atase Perdagangan RI di 
Malaysia bersama Disperindag Kalbar. Ke depan, 
sinergi antarinstansi akan terus diperkuat untuk 
meningkatkan jumlah UMKM siap ekspor dan 
memperluas akses pasar internasional bagi produk 
unggulan Kalimantan Barat.

Melalui seluruh rangkaian kegiatan tersebut, Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan 
Barat menegaskan komitmen untuk memperkuat 
kedaulatan Rupiah di wilayah perbatasan melalui 
penyediaan layanan kas dan penukaran uang, 
meningkatkan literasi masyarakat mengenai CBP 
Rupiah dan perlindungan konsumen, mendorong 
digitalisasi ekonomi melalui adopsi QRIS Cross Border, 
serta memperkuat pemberdayaan UMKM dan akses 
pasar internasional. Sinergi lintas instansi tersebut 
diharapkan dapat semakin memperkuat kehadiran 
Rupiah sekaligus mendukung pengembangan 
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 
di wilayah perbatasan.
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Opening Ceremony

Business Matching UMKM



Desa Wisata Jagoi Babang Bengkayang

Ketenagakerjaan 
Dan Kesejahteraan

5Bab



Tingkat Partisipasi 
Tenaga Kerja
Triwulan II 2026

67,76%
Triwulan I 2026
69,65%

Tingkat Pengangguran 
Terbuka
Triwulan II 2026

4,46%
Triwulan I 2026
4,57%

Nilai Tukar Petani 
(rata-rata triwulan)
Triwulan II 2026

176,87
Triwulan I 2026
172,56

Gini Ratio

Triwulan II 2026

0,311
Triwulan I 2026
0,308

Tingkat Kemiskinan 

Triwulan II 2026

5,78%
Triwulan I 2026
5,97%

Triwulan II 2025
67,64%

Triwulan II 2025
4,23%

Triwulan II 2025
6,16%

Triwulan II 2025
167,54

Triwulan II 2025
0,316



Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat relatif stabil. 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,46%, menurun 0,11% 
dibandingkan Februari 2026. Rasio kemiskinan pada Maret 2026 tercatat 5,78%, menurun 
sebesar 0,19% dibandingkan September 2025. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk miskin 
Kalimantan Barat pada Maret 2026 mengalami penurunan sebanyak 9.17 ribu orang atau 
turun 0,03% dibandingkan September 2025.

Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 176,87 
mengalami peningkatan 2,5% (qtq) dibandingkan Triwulan I 2026. Peningkatan ini 
mengindikasikan adanya peningkatan terhadap daya beli petani. Pada periode tersebut, indeks 
harga yang diterima petani (It) tercatat sebesar 225,61, sedangkan indeks harga yang dibayar 
petani (Ib) sebesar 127,56.
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5.1. GAMBARAN UMUM
Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Barat 
menunjukkan dinamika yang mencerminkan 
perkembangan perekonomian daerah. Berdasarkan 
hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 
Mei 2026, jumlah angkatan kerja sebanyak 2,98 juta 
orang menurun sebanyak 71,86 ribu orang dibanding 
Februari 2026. Di sisi lain, jumlah penduduk usia 
kerja (>15 tahun) pada Mei 2026 mencapai 4,39  
juta jiwa, meningkat sebesar 0,36% atau 15,6 ribu 
orang dari Februari 2026. Situasi ini mencerminkan 
struktur penduduk yang masih produktif dan potensi 
peningkatan partisipasi angkatan kerja.

Berdasarkan komposisi penduduk bekerja menurut 
lapangan pekerjaan utama, penyerapan tenaga kerja 
masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, 
dan Perikanan, yang menyumbang 43,27% dari total 
tenaga kerja. Tingginya proporsi ini mengindikasikan 
bahwa struktur perekonomian Kalimantan Barat masih 
bergantung pada sektor primer. Hal ini juga terlihat 
dari daerah tempat tinggal, yakni TPT perkotaan 
sebesar 6,73% lebih tinggi dibandingkan TPT di 
daerah perdesaan yang tercatat 2,69%. TPT perkotaan 
mengalami kenaikan 0,87% sedangkan TPT perdesaan 
mengalami penurunan 0,94% bila dibandingkan 
dengan Februari 2026.

Lapangan pekerjaan yang mencatat peningkatan 
jumlah tenaga kerja terbesar dibandingkan Februari 
2026 adalah Pertambangan sebanyak 15,28 ribu 
orang dan penyediaan akomodasi dan makan minum 
sebanyak 14,39 ribu orang. Sementara itu, lapangan 
usaha yang mengalami penurunan terbesar adalah 
pertanian, kehutanan, dan penggalian sebesar 99,10 
ribu orang dan industri sebanyak 22,08 ribu orang.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami 

yaitu sebanyak 99,10 ribu orang. Meskipun mengalami 
penurunan yang cukup besar, sektor ini masih menjadi 
sektor terbesar yang menyerap tenaga kerja di 
Kalimantan Barat. Sebaliknya, sektor pertambangan 
dan penggalian menyerap lebih banyak tenaga kerja 
daripada sektor lainnya pada Mei 2026 yakni naik 
sebesar 15,28 ribu orang. Maka dari itu, kondisi ini 

memanfaatkan teknologi, serta adanya persepsi 
bahwa sektor pertanian kurang menguntungkan dan 
memiliki prospek yang terbatas, sehingga banyak 
tenaga kerja, terutama generasi muda, beralih ke 
sektor lain yang dianggap lebih menjanjikan, seperti 
sektor jasa, pertambanga, dan konstruksi. 

Pada Triwulan II 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) 
di Kalimantan Barat tercatat sebesar 176,87 atau 
mengalami peningkatan sebesar 2,5% dibandingkan 
dengan NTP pada akhir Triwulan I 2026 sebesar 172,56 
Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan pada 
tingkat kesejahteraan petani.

Peningkatan NTP ini mengindikasikan bahwa 
kenaikan indeks harga yang diterima petani (Ib) yang 
mencerminkan biaya produksi dan konsumsi rumah 
tangga petani, lebih tinggi dibandingkan dengan 
kenaikan indeks harga yang dibayar petani (It), yaitu 
harga hasil produksi pertanian yang mereka jual. 

Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan di Kalimantan 
Barat tercatat sebesar 5,78%, menurun dibandingkan 
September 2025 yang sebesar 5,97%. Jumlah 
penduduk miskin juga mengalami penurunan 
sebanyak 9.17 ribu orang, sehingga menjadi 313,37 
ribu jiwa. Penurunan rasio kemiskinan ini menandakan 
adanya perbaikan daya beli masyarakat serta 
meningkatnya akses terhadap kebutuhan dasar, yang 
merupakan dampak dari perbaikan kondisi ekonomi 
secara bertahap. Dengan semakin sedikitnya jumlah 
penduduk miskin, hal ini juga mencerminkan bahwa 
upaya peningkatan kesejahteraan dan pengendalian 

di Kalimantan Barat.

5.2. KETENAGAKERJAAN 
Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Barat 
menunjukkan dinamika yang mencerminkan 
perkembangan perekonomian daerah. Berdasarkan 
hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 
Februari 2026, jumlah angkatan kerja sebanyak 3,04 
juta orang meningkat sebanyak 131,64 ribu orang 
dibanding Februari 2025. Di sisi lain, jumlah penduduk 
usia kerja (>15 tahun) pada Februari 2026 mencapai 
4,37 juta jiwa, meningkat sebesar 1,51% atau 64,66 ribu 
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Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Barat

 Tingkat Pertumbuhan Indikator Ketenagakerjaan

orang dari Februari 2025. Situasi ini mencerminkan 
struktur penduduk yang masih produktif dan potensi 
peningkatan partisipasi angkatan kerja.

Secara umum, ketenagakerjaan di Kalimantan Barat 
menunjukkan kondisi yang cukup stabil. Jumlah 
penduduk yang bekerja termoderasi, dari 2,90 juta jiwa 
pada Februari 2026 menjadi 2,84 juta jiwa pada Mei 
2026 (Tabel 6.1). Namun demikian, TPT pada Mei 2026 
tercatat sebesar 4,46%, menurun 0,11 poin persentase 
dibandingkan Februari 2026 serta tetap berada di 
bawah rata-rata nasional yang mencapai 4,65% pada 
Mei 2026. Perkembangan tersebut mengindikasikan 
bahwa kondisi pasar tenaga kerja secara umum masih 
relatif terjaga dan mencerminkan ketahanan pasar 
kerja daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi.

Sementara, penyerapan tenaga kerja 64,74% dari total 
tenaga kerja. Tingginya proporsi ini mengindikasikan 
bahwa struktur perekonomian Kalimantan Barat 
masih bergantung pada sektor primer. Hal ini 
juga terlihat dari daerah tempat tinggal, dimana 
TPT perkotaan 5,86% lebih tinggi dibandingkan 
TPT di daerah perdesaan yang tercatat 3,63%. TPT 
perkotaan mengalami penurunan 0,60% sedangkan 
TPT perdesaan mengalami peningkatan 0,81% bila 
dibandingkan dengan Februari 2025. 

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih 
menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbesar, 
yakni sebesar 43,27%. Sektor selanjutnya adalah 
Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 12,61%; 
Industri sebesar 6,05%; serta konstruksi sebesar 5,99%.

Tabel 5.1. Indikator Ketenagakerjaan (Ribu jiwa)

Keterangan (Ribu Jiwa)
2024 2025 2026 Perubahan 

Feb '26 terhadap

Feb Agt Feb Agt Nov Feb Mei Feb'26 (%)
Jumlah Penduduk Usia Kerja 4.242 4.272 4.309 4.342 4.357 4.374 4.390 0,36
Angkatan Kerja 2.877 3.009 2.915 3.079 3.119 3.046 2.975 -2,36
   a. Bekerja 2.756 2.863 2.791 2.930 2.974 2.907 2.842 -2,25
   b. Pencari Kerja 120 146 123 148 144 139 133 -4,58
Bukan Angkatan Kerja 1.365 1.263 1.394 1.263 1.238 1.327 1.415 6,61
TPAK Kalbar (%) 67,82 70,44 67,64 70,90 71,58 69,65 67,76 -1,89
TPT Kalbar (%) 4,20 4,86 4,23 4,82 4,63 4,57 4,46 -0,11
   a. TPT Perkotaan (%) 6,96 7,24 6,46 7,26 6,76 5,86 6,73 0,87
   b. TPT Perdesaan (%) 2,70 3,39 2,82 3,17 3,20 3,63 2,69 -0,94

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah
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 Perkembangan Tingkat Penyerapan Angkatan 
Kerja (TPAK) Kalimantan Barat dan Nasional

 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka 
(TPT) Kalimantan Barat dan Nasional

13. Status pekerjaan informal adalah pekerja yang memiliki status 
berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak 
dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian 
serta pekerja keluarga tidak dibayar.

Namun demikian, pertumbuhan tenaga kerja di 
sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkurang 
sebesar 99,1 ribu orang dibandingkan Februari 2026. 
Lebih lanjut, sektor pertambangan dan penggalian 
mencatatkan penambahan tenaga kerja tertinggi, yaitu 
15,28 ribu orang, diikuti sektor penyediaan akomodasi 
dan makan minum sebesar 14,39 ribu orang.

Berdasarkan status pekerjaan utama, sebagian 
besar angkatan kerja masih bekerja di lapangan 
usaha informal13. Hal ini terlihat dari jumlah pekerja 
informal pada Mei 2026 yang mencapai 1,65 juta 
jiwa, setara dengan 58,09% dari total penduduk 
bekerja dan sebanyak 1,19 juta pekerja atau 41,91% 
bekerja di lapangan usaha formal. Dibandingkan 
rilis Ketenagakerjaan oleh BPS pada Februari 2026, 
penduduk bekerja pada kegiatan formal maupun 
nonformal mengalami penurunan, masing-masing 
sebesar 1,24% dan 2,96%. Penurunan jumlah pekerja 
formal terutama didorong oleh penurunan -2,65% 
pekerja berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan 
dibayar dari saat pekerja berstatus buruh/karyawan/
pegawai juga turun sebesar -1,12%. Untuk pekerja 
informal, penurunan terbesar tercatat pada pekerja 
keluarga (-27,48%) dan berusaha dibantu buruh tidak 
tetap/tidak dibayar (-3,55%). Di sisi lain, pekerja bebas 

sendiri sebesar 6,83%. Dengan demikian, hal ini 
menunjukkan bahwa lapangan usaha saat ini masih 
didominasi oleh pekerja informal.

Tabel 5.2. Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha (Ribu Jiwa)

2024 2025 2026 Feb '26 Terhadap Feb '25
Feb Agt Feb Agt Feb Mei Growth

Pertanian  1.264  1.318  1.279  1.251  1.329  1.229 -7,49%
Manufaktur*  338  409  426  483  514  511 -0,66%
Jasa**  813  1.136  1.086  1.197  1.064  1.102 3,52%

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

*) Lapangan usaha Manufaktur terdiri dari industri pengolahan, pertambangan, listrik, gas, air, dan konstruksi
**) Lapangan usaha Jasa terdiri dari perdagangan, transportasi, lembaga keuangan, dan jasa lainnya

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah
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Sebagai sektor dengan pangsa terbesar yaitu 20.96% 
dari PDRB Kalbar pada triwulan II 2026, sektor 
pertanian, kehutanan, dan perikanan turut menjadi 
penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu 43,27% dari 
total penduduk bekerja per Mei 2026. Tren ini juga 
terjadi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, 
dengan sumbangan di bawah sektor pertanian 
yakni 14,31% dari PDRB Kalbar, sektor ini menyerap 
12,61% dari total penduduk bekerja. Meski sektor 
industri pengolahan hanya menyerap sebagian kecil 
tenaga kerja sekitar 6,05%, sektor ini memberikan 

mencerminkan produktivitas yang tinggi. Sektor 
pertambangan memiliki keseimbangan relatif antara 
tenaga kerja (5,62%) dan kontribusi PDRB (7,29%). 
Sektor Konstruksi juga menunjukkan tren positif, 
dengan penyerapan tenaga kerja 5,99% dan kontribusi 
terhadap PDRB sebesar 12,63%. Secara keseluruhan  Perkembangan NTP Kalimantan Barat

 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Formal 
dan Informal

 Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Status Utama Pekerja (Ribu Jiwa)

71,46% dari total PDRB disumbang dari lima sektor 
utama yaitu Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; 
Perdagangan; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Hal 
ini menandakan dominannya sektor tersebut dalam 
struktur ekonomi daerah, sejalan dengan proporsi 
tenaga kerja yang diserap.

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh melalui perbandingan 
antara indeks harga yang diterima petani terhadap 
indeks harga yang dibayar petani. NTP juga mengukur 
daya tukar produk pertanian terhadap barang dan jasa 
yang dikonsumsi maupun biaya produksi. Berdasarkan 
data yang diperoleh, terlihat bahwa semakin tinggi 
NTP semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan petani.

2024 2025 2026 Perubahan Mei'26 thd
Feb Agt Feb Agt Nov Feb Mei Nov '25 (%)  Feb '25 (%)

INFORMAL  1.621  1.604  1.603  1.653  1.681  1.701  1.651 -1,78% -2,96%
Berusaha sendiri  564  641  546  609  536  554  592 10,45% 6,83%
Berusaha dibantu buruh tdk tetap  456  378  415  408  444  451  435 -1,99% -3,55%
Pekerja Bebas  179  197  251  235  295  274  318 7,80% 15,93%
Pekerja Keluarga  422  387  391  401  406  422  306 -24,65% -27,48%
FORMAL  1.136  1.259  1.188  1.278  1.294  1.206  1.191 -7,97% -1,24%
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar  102  97  125  113  116  113  110 -4,79% -2,65%
Buruh/ karyawan/pegawai  1.034,00  1.162,00  1.063,00  1.164,36  1.178,68  1.093,24  1.081,01 -8,29% -1,12%

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

INFORMAL FORMAL

42.57%

56.39%

43.61%

56.49%
43.51% 58.51%

41.49%

58.09%

41.91%

Feb 25
Ags 24
Feb 24
Ags 23
Feb 23
Ags 22
Feb 22
Ags 21
Feb 21
Agt 20

43.97%
41.20%

41.14%
40.32%

58.86%
59.68%
58.80%
56.03%
57.43%

*Posisi akhir triwulan
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 Perkembangan NTP Provinsi Kalimantan Barat 

Tabel 5.4. Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Barat

No Uraian
2025 2026

(qtq) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun
1. Indeks Harga yang 

Diterima Petani (It)
207,06 206,02 210,57 210,60 207,34 206,40 207,32 208,48 211,42 214,99 211,74 211,82 209,60 214,51 217,39 221,32 226,79 225,61 3,78%

1.1. Padi Palawija 120,07 119,14 119,00 119,29 120,06 122,17 128,13 129,39 128,76 130,56 130,19 129,68 127,09 126,43 126,12 126,71 128,62 130,11 3,16%

1.2. Hortikultura 129,42 133,85 134,34 129,82 130,35 131,21 128,99 121,87 125,28 124,37 122,36 135,07 137,25 137,90 138,12 130,78 132,28 144,93 4,93%

1.3. Perkebunan Rakyat 256,16 254,70 261,92 262,17 256,64 254,23 253,37 255,18 259,94 264,65 259,82 259,36 256,74 264,51 269,14 275,55 283,84 280,06 4,06%

1.4. Peternakan 119,84 118,34 117,93 117,32 117,87 118,41 119,52 118,20 117,47 120,14 120,15 120,60 120,30 122,59 122,07 121,30 120,22 120,55 -1,25%

1.5. Perikanan 123,36 123,38 123,08 123,23 123,74 123,64 124,00 124,36 123,45 125,03 124,69 124,50 125,21 125,96 126,63 127,34 127,91 128,26 1,29%

1.5.1. Perikanan Tangkap 125,28 125,17 124,55 124,83 125,58 125,48 125,66 125,90 124,67 126,25 125,67 125,13 125,38 126,01 126,63 127,15 127,54 127,79 0,92%

1.5.2. Perikanan Budidaya 114,85 115,45 116,59 116,16 115,60 115,48 116,62 117,55 118,05 119,67 120,32 121,74 124,48 125,75 126,59 128,17 129,55 130,36 2,98%

2. Indeks Harga yang 
Dibayar Petani (Ib)

121,46 121,42 122,71 123,30 122,96 123,19 123,54 124,20 123,94 123,99 124,07 124,41 124,77 125,65 125,98 126,52 127,14 127,56 1,25%

2.1. Padi Palawija 122,56 122,57 123,80 124,37 123,89 124,20 124,53 125,28 124,95 124,92 125,12 125,60 126,17 127,19 127,43 127,80 128,53 128,85 1,11%

2.2. Hortikultura 121,90 121,80 123,06 123,66 123,31 123,67 123,91 124,57 124,35 124,34 124,49 124,94 125,51 126,50 126,69 127,04 127,62 128,07 1,09%

2.3. Perkebunan Rakyat 121,16 121,09 122,45 123,05 122,77 122,98 123,35 124,00 123,74 123,84 123,84 124,12 124,39 125,24 125,61 126,26 126,85 127,31 1,35%

2.4. Peternakan 118,54 118,58 119,36 119,80 119,57 119,69 119,78 120,40 120,21 120,25 120,47 120,80 121,15 121,68 122,02 122,16 122,50 122,73 0,58%

2.5. Perikanan 121,77 121,72 122,88 123,41 123,07 123,19 123,44 123,98 123,78 123,73 124,05 124,39 124,77 125,35 125,75 126,18 126,97 127,35 1,27%

2.5.1. Perikanan Tangkap 122,31 122,39 123,39 123,87 123,53 123,69 123,96 124,48 124,23 124,21 124,45 124,79 125,13 125,75 126,11 126,49 127,37 127,71 1,27%

2.5.2. Perikanan Budidaya 119,37 118,76 120,65 121,37 121,06 120,95 121,10 121,77 121,80 121,64 122,28 122,62 123,17 123,56 124,13 124,80 125,18 125,75 1,31%

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah
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hortikultura sebesar 3.79%, perkebunan rakyat sebesar 
2,66%, padi palawija sebesar 2,03% dan perikanan 
sebesar 0,02%. Peningkatan lebih tinggi tertahan 
oleh kinerja subsektor peternakan yang turun sebesar 
-1.81% (qtq).

Pada triwulan II 2026, perkembangan Nilai Tukar 
Petani (NTP) di regional Kalimantan menunjukkan 
tren peningkatan. Kalimantan Barat mencatatkan 
peningkatan NTP sebesar 2,50% (qtq) menjadi 176,87 
setelah sebelumnya mencatat posisi tertinggi di 
triwulan I 2026 sebesar 172,56 (Tabel 6.5). Kalimantan 
Selatan mencatat kenaikan NTP tertinggi sebesar 
4,24% menjadi 131,90, saat Kalimantan Utara, 
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur mencatat 
penurunan NTP masing-masing menjadi 116.44 
(-0,58%; yoy), 136.74 (0,73%; yoy), dan 143,88 (-2,78%; 
yoy).

NTP Kalimantan Barat menunjukkan nilai stabil pada 
akhir triwulan II 2026 dan masih berada di atas batas 
sejahtera (100). NTP Kalimantan Barat meningkat 
sebesar 2,5% (qtq) dari 172,56 pada akhir triwulan 
I 2026 menjadi 176,87 pada akhir triwulan II 2026. 
Peningkatan NTP pada triwulan II 2026 disebabkan 
oleh meningkatnya nilai tukar pada subsektor 



86

Bab 5
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan 

Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat - AGUSTUS 2026

 Pergerakan NTP Antar Provinsi di Kalimantan

Tabel 5.5. Perbandingan NTP dengan Provinsi Lain di Kalimantan dan Nasional

Tabel 5.4. Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Barat Lanjutan

No Uraian
2025 2026

(qtq) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun
3. Nilai Tukar Petani 170,48 169,67 171,60 170,81 168,63 167,54 167,83 167,85 170,59 173,39 170,66 170,26 167,99 170,72 172,56 174,93 178,38 176,87 2,50%

3.1. Padi Palawija (NTPP) 97,96 97,20 96,13 95,91 96,91 98,37 102,88 103,29 103,05 104,52 104,05 103,25 100,73 99,40 98,97 99,15 100,07 100,98 2,03%

3.2. Hortikultura (NTPH) 106,17 109,89 109,17 104,99 105,71 106,10 104,09 97,84 100,75 100,02 98,29 108,11 109,36 109,01 109,03 102,94 103,65 113,16 3,79%

3.3. Perkebunan Rakyat 
(NTPR)

211,43 210,33 213,91 213,05 209,04 206,73 205,41 205,79 210,07 213,69 209,79 208,95 206,40 211,20 214,27 218,25 223,37 219,98 2,66%

3.4. Peternakan (NTPT) 101,10 99,80 98,80 97,93 98,58 98,93 99,79 98,18 97,72 99,92 99,73 99,83 99,30 100,75 100,04 99,30 98,14 98,22 -1,82%

3.5. Perikanan (NTPN) 101,31 101,36 100,16 99,95 100,54 100,36 100,45 100,30 99,73 101,05 100,51 100,09 100,36 100,49 100,70 100,92 100,74 100,72 0,02%

3.5.1. Perikanan Tangkap 102,43 102,27 100,94 100,77 101,66 101,44 101,37 101,14 100,35 101,64 100,98 100,27 100,20 100,21 100,42 100,52 100,13 100,06 -0,36%

3.5.2. Perikanan Budidaya 96,21 97,21 96,64 95,71 95,49 95,48 96,30 96,53 96,92 98,39 98,39 99,28 101,06 101,77 101,98 102,70 103,49 103,66 1,65%
Sumber: BPS Prov Kalimantan Barat, diolah

2024 2025 2026  
Tw I 2026

I II III IV I II III IV I II  (qtq)  (yoy)
Kalimantan Barat 148,58 151,09 157,81 172,79 171,60 167,54 170,59 170,26 172,56 176,87 2,50% 5,57%
Kalimantan Tengah 123,82 125,28 125,38 132,99 135,52 132,04 134,35 134,59 137,75 136,74 -0,73% 3,56%
Kalimantan Selatan 117,16 113,19 112,74 115,43 120,69 112,51 117,11 119,83 126,53 131,90 4,24% 17,23%
Kalimantan Timur 137,21 135,56 139,13 145,35 148,93 143,68 146,50 147,89 148,00 143,88 -2,78% 0,14%
Kalimantan Utara 111,46 112,77 113,36 114,82 115,44 115,13 116,19 117,08 117,12 116,44 -0,58% 1,14%
Nasional (Skala Kanan) 119,39 118,77 120,3 122,78 123,72 121,72 124,36 125,35 123,35 127,84 3,64% 5,03%

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah
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Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) pada triwulan 
II 2026 menunjukkan peningkatan menjadi 128,72 
naik dari 127,62 pada triwulan I 2026 (Tabel 6.6). 
Peningkatan ini mencerminkan perbaikan daya beli 
dan konsumsi masyarakat perdesaan. Di saat yang 

sebesar 0,15% (mtm), lebih rendah dibandingkan 

0,48% (mtm), mengindikasikan bahwa tekanan harga 
di wilayah perdesaan Kalbar relatif lebih terkendali 
dibandingkan nasional.
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dan Nasional (mtm)

 Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan 
dan Nasional

 Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan
di Kalimantan Barat

Tabel 5.6. 

 PEMERATAAN
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat 
313,37 ribu orang (5,78% dari total penduduk), 
menurun sebesar 0,19% dibandingkan dengan 
September 2025 yang tercatat sebesar 322,54 
ribu orang (5,97% dari total penduduk). Proporsi 
penduduk miskin masih didominasi oleh penduduk 
daerah perdesaan dengan dengan jumlah 221,54 
ribu orang atau 6,72% dari total penduduk miskin di 
Kalimantan Barat. Jumlah penduduk miskin perdesaan 
mengalami penurunan sebesar 0,05% atau 10.730 
orang dibandingkan September 2025 yang tercatat 
sebesar 232,27 ribu orang. Sementara itu, jumlah 
penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 
tercatat berjumlah 91,83 ribu orang (4,32% dari 
penduduk perkotaan), meningkat 1,55% dari jumlah 
penduduk miskin pada September 2025 yang tercatat 
90,28 ribu orang. Perubahan jumlah penduduk miskin 
perdesaan dan perkotaan dipengaruhi oleh perubahan 
garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu 
nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan 

Uraian
2025 2026

ytd yoy
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Konsumsi Rumah Tangga 123,87 124,63 124,07 124,32 124,70 125,43 125,06 125,01 125,24 125,70 126,25 127,36 127,62 127,97 128,53 128,72 0,15% 3,35% 3,54%

Indeks Biaya Produksi Dan 
Penambahan Barang Modal 
(BPPBM)

119,45 119,54 119,88 120,10 120,35 120,80 120,86 121,27 120,86 120,80 120,60 120,71 121,17 122,34 123,32 124,45 0,92% 2,19% 3,62%

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Inflasi Pedesaan Nasional Inflasi Pedesaan Kalbar

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah
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dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar 
tidak dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis 
kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 675.653/kapita/
bulan, meningkat 3,59% dibandingkan September 
2025 yang sebesar Rp652.220/kapita/bulan. 
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 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di 
Kalimantan Barat

 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia 
Kalimantan Barat dan Nasiona

terhadap pendidikan, peningkatan akses terhadap 
kesehatan, peningkatan standar hidup masyarakat, 
dan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah.

Hingga tahun 2025, seluruh provinsi di regional 
Kalimantan menunjukkan peningkatan angka IPM dan 
telah berada pada kategori tinggi (Tabel 6.7), namun 
jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah 
Kalimantan, IPM Kalimantan Barat merupakan yang 
terendah. Kalimantan Timur merupakan provinsi di 
wilayah kalimantan yang menempati posisi tertinggi 
dengan IPM berada pada angka 79,39. Kondisi ini 
perlu menjadi perhatian terutama dari pemangku 
kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat untuk 
terus berupaya melakukan peningkatan kualitas 
pembangunan manusia yang berkelanjutan. 

Seluruh komponen IPM mengalami peningkatan pada 
tahun 2025. Pengeluaran per kapita meningkat dari 
Rp10.321 pada tahun 2024 menjadi Rp10.689 pada 
tahun 2025. Sementara itu, dimensi pengetahuan 
yang dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan 
Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah 
(RLS) juga mengalami kenaikan dalam skala yang 
relatif terbatas. HLS di Kalimantan Barat sebesar 
12,69 tahun yang mengindikasikan bahwa anak-anak 
usia 7 tahun memiliki peluang untuk berada pada 
jenjang pendidikan formal hingga 12,69 tahun atau 

14. Nilai IPM yang digunakan merupakan angka IPM dengan 
menggunakan metode perhitungan IPM Tahun 2014. Terdapat 
penggantian komponen tahun dasar PNB Per Kapita dari tahun 
2005 ke 2011. Metode agregasi indeks menggunakan rata-rata ukur 
(geometrik).

Persentase angka kemiskinan di Kalimantan Barat pada 
Maret 2026 sebesar 5,78%, lebih rendah dibandingkan 
persentase angka kemiskinan nasional yang sebesar 
8,07%. Namun demikian, Kalimantan Barat masih 
menempati posisi tertinggi dalam persentase angka 
kemiskinan dibandingkan dengan provinsi lainnya di 

14

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi 
Kalimantan Barat mengalami peningkatan sebesar 
1,26% (yoy) dari 71,19 pada tahun 2024 menjadi 72,09 

Barat saat ini telah berada dalam kategori tinggi 
seperti halnya IPM nasional yang mencapai 75,02. 
IPM dikategorikan tinggi bila berada pada rentang 
nilai IPM 70-80. Peningkatan IPM Provinsi Kalimantan 
Barat sejalan dengan komitmen pemerintah daerah 
untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. IPM 
diukur berdasarkan beberapa dimensi, diantaranya 
umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan 
pengeluaran per kapita. Oleh karena itu, upaya untuk 
mempercepat peningkatan IPM terus dilakukan 
oleh pemerintah daerah melalui peningkatan akses 

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah
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hingga lulus SMA/ SMK. Sejalan dengan peningkatan 
pada HLS, RLS di wilayah Kalimantan Barat juga 
menunjukkan peningkatan dari 7,78 tahun pada 2024 
menjadi  8,07 tahun pada 2025. Berdasarkan indikator 
tersebut, diketahui bahwa rata-rata penduduk usia 25 
tahun ke atas sekurang-kurangnya  telah mengenyam 
pendidikan hingga SMP kelas I.

Saat ini di Kalimantan Barat terdapat 9 kabupaten/

Kota Pontianak 82,8; Singkawang 75,67; Kabupaten 
Sambas 72,67; Kubu Raya 72,01; Bengkayang 70,99; 
Ketapang 71,3; Sintang 70,92; Mempawah 70,59; 
dan Sanggau 70,36. Kota Pontianak menjadi satu-
satunya kabupaten/kota dengan status pembangunan 
manusia sangat tinggi. Pencapaian status IPM tersebut 
didorong oleh komitmen pemerintah daerah untuk 
melakukan perbaikan dan penyediaan infrastruktur 
pendidikan, penyediaan dan perluasan peluang 
lapangan pekerjaan, peningkatan program dan 
infrastruktur kesehatan maupun rekreasi yang kian 
lengkap dan memadai. Sementara itu, status IPM 

di tujuh kabupaten/kota lainnya masih termasuk 
dalam klasifikasi sedang. Keseluruhan data ini 
menggambarkan bahwa pemerintah daerah harus 
lebih fokus dalam melakukan koordinasi, memberikan 
perhatian, dan menjalankan komitmen dalam 
peningkatan IPM agar semakin merata di seluruh 
wilayah Kalimantan Barat.

 IPM Provinsi Wilayah Kalimantan 2020-2025

 Perkembangan IPM Kalimantan Barat berdasarkan komponennya

 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia 
Kabupaten/Kota Kalimantan Barat

Provinsi g 2024-2025 
(% yoy)2020 2021 2022 2024 2025

Kalimantan Barat 68,76 68,99 69,71 70,47 71,19 72,09 1,26%
Kalimantan Tengah 71,05 71,25 71,63 72,2 74,28 74,86 0,78%
Kalimantan Selatan 70,91 71,28 71,84 72,5 75,19 76,1 1,21%
Kalimantan Timur 76,24 76,88 77,44 78,5 78,79 79,39 0,76%
Kalimantan Utara 70,63 71,19 71,83 71,83 73,41 74,04 0,86%
Nasional 71,94 72,29 72,91 74,39 75,02 75,9 0,85%

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

2020 2021 2022 2024 2025
Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 70,18 70,56 73,21 73,26 73,47 73,71 73,94 74,28
Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 12,55 12,58 12,60 12,65 12,66 12,67 12,68 12,69
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 7,12 7,31 7,37 7,45 7,59 7,71 7,78 8,07
Pengeluaran Perkapita Pertahun Rp 000  8.860  9.055  8.930  8.974  9.355  9.810  10.321  10.689 
IPM 66,98 67,65 68,76 68,99 69,71 70,47 71,19 72,09
Pertumbuhan IPM % 1,09% 1,00% 1,64% 0,33% 1,04% 1,09% 1,02% 1,26%

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah
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Prospek 
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Prospek 
Pertumbuhan Nasional

Prospek Pertumbuhan 
Kalimantan Barat

3,0%(yoy)

*Proyeksi

4,9% - 5,7%(yoy)

*Proyeksi

Inflasi 
Kalimantan Barat

2,5 ± 1%(yoy)

*Proyeksi

4,9% - 5,7%(yoy)

*Proyeksi



Prospek perekonomian global tahun 2026 diprakirakan melambat menjadi 3,0%, di tengah 
ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi dan divergensi pertumbuhan antarnegara. 
Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi global terutama dipengaruhi oleh berlanjutnya 
perang Timur Tengah dan tensi geopolitik. Harga minyak dan komoditas dunia meningkat 
tinggi diikuti dengan disrupsi rantai pasok perdagangan antarnegara yang semakin dalam. 
Dari sisi keuangan global, ruang penurunan FFR masih terbuka, namun yield US Treasury 
tenor panjang tetap tinggi karena risiko desi t skal AS, mendorong aliran modal ke emerging 
markets secara selektif.

Perekonomian Kalimantan Barat tahun 2026 diprakirakan tumbuh di kisaran 4,9-5,7% (yoy) 
 Perekonomian Kalbar didukung oleh kinerja lapangan usaha utama, 

seperti industri pengolahan dan pertanian, diimbangi dengan tingkat konsumsi masyarakat 
yang diprakirakan masih terjaga. Sementara itu, secara keseluruhan tahun 2026, in asi di 
Kalimantan Barat diperkirakan stabil terjaga pada rentang sasaran target in asi nasional 
sebesar 2,5±1% (yoy).
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6.1. PROSPEK PERTUMBUHAN    
 EKONOMI DUNIA
Prospek perekonomian global dalam tren melambat 
dengan ketidakpastian pasar keuangan yang telah 
tinggi. Kinerja pertumbuhan ekonomi global pada 
tahun 2026 diprakirakan melambat dari 3,3% pada 
2025 menjadi 3,0% dan dibarengi dengan divergensi 
pertumbuhan antarnegara. Prospek perlambatan 
pertumbuhan ekonomi global terutama dipengaruhi 
oleh berlanjutnya perang Timur Tengah dan tensi 
geopolitik. Harga minyak dan komoditas dunia 
meningkat tinggi diikuti dengan disrupsi rantai pasok 
perdagangan antarnegara yang semakin dalam. 

Dari sisi negara mitra dagang utama, prospek 
pertumbuhan menunjukkan divergensi. Perekonomian 
Tiongkok pada 2026 diprakirakan tumbuh 4,6%, 
melambat dibandingkan tahun sebelumnya sejalan 
dengan masih lemahnya permintaan domestik 
dan tantangan struktural, sementara Malaysia 
diprakirakan tumbuh 4,7% dan India 6,7%. Kondisi 
tersebut memberikan implikasi yang berbeda bagi 
Kalimantan Barat, mengingat Tiongkok dan Malaysia 
merupakan pasar penting bagi komoditas ekspor 
daerah, sementara India menjadi salah satu sumber 
tambahan permintaan global.

Dari pasar keuangan global, ruang pelonggaran 
kebijakan moneter menjadi semakin terbatas. Bank 

pada 2026 dan Federal Funds Rate (FFR) berpotensi 
kembali meningkat pada akhir 2026, sementara yield 
US Treasury diprakirakan tetap tinggi seiring ekspektasi 

Serikat. Kondisi tersebut berpotensi mempertahankan 
volatilitas pasar keuangan dan tekanan terhadap 
nilai tukar negara emerging markets, sehingga perlu 
diantisipasi melalui penguatan ketahanan eksternal 
dan bauran kebijakan yang kredibel. Selain itu, dari 
sisi komoditas, prospek masih bersifat mixed dan 
dipengaruhi perkembangan kondisi geopolitik global. 
Harga komoditas energi dan logam mengalami 
volatilitas tinggi sepanjang 2026, begitu juga dengan 
harga alumina/aluminium pada Juli 2026 tercatat 
menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi 
tersebut perlu menjadi perhatian bagi Kalimantan 

Barat mengingat struktur ekspor daerah masih 
memiliki keterkaitan kuat dengan komoditas berbasis 
pertambangan, alumina, dan kelapa sawit.

Dengan demikian, prospek ekonomi global 
diprakirakan belum menjadi sumber dorongan yang 
kuat bagi perekonomian Kalimantan Barat, namun 
masih memberikan ruang pertumbuhan melalui 
permintaan dan diversifikasi pasar. Risiko utama 
berasal dari perlambatan negara mitra dagang, 
volatilitas harga komoditas, eskalasi geopolitik, 
fragmentasi perdagangan, serta kondisi keuangan 
global yang lebih ketat. Sebaliknya, peningkatan 

ekspor, serta penguatan hilirisasi domestik dapat 
menjadi faktor yang menahan dampak perlambatan 
ekonomi global terhadap perekonomian Kalimantan 
Barat.

6.2. PROSPEK EKONOMI     
 KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026
Perekonomian Kalimantan Barat tahun 2026 
diprakirakan tumbuh pada kisaran 4,9 – 5,7% (yoy), 
ditopang oleh kinerja lapangan usaha khususnya 
industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. 
Kinerja ekonomi Kalimantan Barat menunjukkan 
dinamika yang menarik, khususnya ketika ditinjau 
dari struktur LU yang memiliki keterkaitan kuat dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi lintas sektor. Dua 
LU utama, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan, 
serta industri pengolahan, tercatat sebagai LU yang 
tidak hanya tumbuh positif, tetapi juga memiliki 
indeks keterkaitan ke depan (forward linkage/IFL) 
yang tinggi, masing-masing sebesar 1,35 dan 1,34. Ini 
menandakan peran keduanya sebagai industri hulu 
strategis yang mampu menjadi penggerak LU lainnya 
di wilayah tersebut. Namun demikian, sektor dengan 
nilai IFL tertinggi justru berasal dari LU pengadaan 
listrik dan gas, dengan indeks mencapai 1,53. Sektor 
ini tidak hanya berperan sebagai pendorong (hulu), 
tetapi juga sebagai pengguna utama input dari sektor 
lain (hilir), tecermin dari tingginya indeks keterkaitan 
ke belakang (backward linkage/IBL) sebesar 1,50. 
Peran ganda ini menjadikan pengadaan listrik dan 
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gas sebagai simpul kunci yang menhubungkan 
sisi hulu dan hilir perekonomian. Dengan semakin 
berkembangnya industri pengolahan dan kawasan 
industri di Kalimantan Barat, ketersediaan energi yang 
andal dan kompetitif menjadi semakin penting untuk 
memastikan kapasitas produksi dapat berkembang 
dan investasi baru dapat direalisasikan.

Dari sisi lapangan usaha, industri kelapa sawit 
tetap menjadi sektor unggulan Kalimantan Barat. 
Permintaan akan kebutuhan CPO diprakirakan 
semakin meningkat, terutama permintaan domestik 
seiring dengan kebutuhan pangan dan biodiesel. 
Selain itu, pertumbuhan pangsa biodiesel dalam 
konsumsi CPO domestik terutama dipengaruhi 
oleh kebijakan B40 oleh Badan Usaha Bahan Bakar 
Nabati (BU BBN), di mana pada tahun 2026, target 
pemenuhan biodiesel oleh perusahaan di Kalimantan 

lanjut, perkembangan kebijakan mandatory B50 
yang ditargetkan pada semester kedua tahun 2026 
juga memberikan dampak peningkatan permintaan 
terhadap CPO. Namun demikian, tingginya permintaan 
perlu diikuti pula oleh peningkatan produktivitas. Data 
menunjukkan bahwa produktivitas TBS dan CPO di 
Kalimantan Barat justru melambat, antara lain akibat 
meningkatnya luas tanaman tidak menghasilkan (TTM) 
yang mencapai 7,11% dari total lahan atau setara 47 
ribu hektare. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya 
percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), 
dengan dukungan dana optimal sebesar Rp60 juta per 
hektar. Di saat yang sama, dinamika kebijakan global 
dan nasional terkini yang mendorong gejolak harga 
di pasar dari sisi global hingga di level petani, perlu 
terus dicermati dan dan diantisipasi guna menjaga 
stabilitas produksi, pendapatan pelaku usaha, serta 
keberlanjutan investasi pada sektor kelapa sawit. 
Ketidakpastian yang masih berlangsung tersebut 
mulai mendorong sikap wait and see di kalangan 
pelaku usaha. 

Saat ini, struktur industri sawit Kalimantan Barat masih 
didominasi oleh aktivitas hulu dan menengah seperti 
pengolahan CPO, PKO, dan olein. Sementara kegiatan 
hilir masih terbatas hanya dilakukan oleh sejumlah BU 
BBN dan perusahaan produk hilirisasi downstream. 

Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah 
dan pelaku industri untuk mendorong investasi dan 
membangun ekosistem hilirisasi yang lengkap dan 
berdaya saing. Pembangunan industri tentu tidak 
dapat dilepaskan dari peran sektor konstruksi yang 
kinerjanya di Kalimantan Barat juga tumbuh positif. 
Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek 
investasi swasta, serta pengembangan infrastruktur 
daerah turut menopang pertumbuhan sektor 
ini. Kabupaten Ketapang misalnya, menunjukkan 
peningkatan realisasi investasi untuk pengembangan 
kawasan industri, yang membutuhkan dukungan 
infrastruktur dasar yang memadai. Begitu pula 
Kabupaten Mempawah yang kini berpeluang 
menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), menjadi 
lokasi alumina skala besar dan calon sentra hilirisasi 
produk kelapa sawit, didukung oleh PSN Pelabuhan 

barang dan pengembangan ekonomi kawasan 

Barat sebagai wilayah yang berbatasan langsung 
dengan Sarawak, Malaysia dengan empat Pos Lintas 
Batas Negara (PLBN) serta jaringan jalan paralel 
perbatasan, menempatkan Kalimantan Barat sebagai 
salah satu koridor strategis konektivitas bilateral 
Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan. Dalam jangka 
menengah, penguatan konektivitas antarkawasan 
seiring berkembangnya Ibu Kota Nusantara (IKN) 
turut berpotensi memperluas peran Kalimantan Barat 
tidak hanya sebagai wilayah perbatasan, melainkan 
juga sebagai simpul perdagangan, logistik, dan 
pariwisata. Potensi ini perlu dimanfaatkan melalui 
pengembangan infrastruktur konektivitas darat yang 
andal, serta penguatan jaringan antarwilayah yang 
akan mendukung mobilitas barang dan jasa lintas 
batas. Peluang ini sekaligus dapat dimanfaatkan untuk 
memperluas pasar industri lokal dan mendorong 
akselerasi pembangunan kawasan perbatasan. Namun, 
seluruh potensi tersebut tidak dapat dioptimalkan 
tanpa dukungan sektor energi, khususnya pengadaan 
listrik dan gas. Kalimantan Barat hingga saat ini 
masih menjadi satu-satunya provinsi di Kalimantan 
yang belum terintegrasi dalam sistem interkoneksi 
kelistrikan regional. Bahkan, sejumlah kawasan dengan 
potensi industri besar, seperti Kabupaten Ketapang, 
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belum terhubung dengan sistem kelistrikan provinsi. 
Kondisi ini menimbulkan kebutuhan investasi yang 
lebih besar dalam pembangunan pembangkit dan 
jaringan transmisi baru. Padahal, dari sisi konsumsi, 
Kalimantan Barat menempati posisi ketiga di 
Kalimantan dengan porsi penggunaan listrik sebesar 
20,18%. Ketertinggalan dalam interkoneksi listrik ini 
berpotensi menjadi hambatan utama dalam menarik 
investasi baru dan mengoptimalkan pertumbuhan 
lapangan usaha lain yang sangat bergantung pada 
ketersediaan energi. Oleh karena itu, penguatan sektor 
kelistrikan perlu menjadi prioritas pembangunan 
ke depan, tidak hanya sebagai pendukung teknis, 
tetapi sebagai katalis utama pertumbuhan ekonomi 
Kalimantan Barat secara menyeluruh.

Dari sisi pengeluaran, kinerja konsumsi rumah 
tangga diprakirakan masih tumbuh positif pada 
tahun 2026 dan menjadi penopang pertumbuhan 
ekonomi Kalimantan Barat. Peningkatan kinerja 
konsumsi RT sejalan dengan terjaganya optimisme 
dan tingkat pendapatan masyarakat seiring masih 
tumbuhnya kinerja berbagai LU utama terutama LU 
pertanian, industri, serta perdagangan, didukung 
oleh peningkatan UMP Kalimantan Barat sebesar 
6,12%. Hal ini juga tercermin melalui Indeks Keyakinan 
Konsumen (IKK) yang masih berada dalam zona 
optimis. Meski demikian, tingkat penyerapan dan 
ketersediaan lapangan kerja di LU utama tersebut 
perlu terus dikawal dan menjadi perhatian utama, 
mengingat pangsa terbesar pekerja aktif di Kalimantan 
Barat yang berkisar 30 – 40% merupakan buruh/
pegawai/karyawan. Selain itu, momen HBKN yang 
tersentralisasi berpotensi meningkatkan konsumsi 
masyarakat sejalan dengan berbagai bentuk perayaan, 
festival, maupun kegiatan massal yang diselenggarkan. 
Daya beli masyarakat masih menghadapi risiko 
tekanan akibat potensi kenaikan harga bahan pangan 
dan komoditas strategis yang dapat mengurangi 

berlangsung dalam periode yang panjang, maka 
konsumsi non-esensial berpotensi tertahan sehingga 
dapat memengaruhi laju pertumbuhan konsumsi 
rumah tangga ke depan.

Pertumbuhan kinerja investasi diprakirakan tetap 
terjaga, namun sangat bergantung pada realisasi 
dan laju eksekusi proyek hilirisasi pada tahun 
2026. Prospek investasi utamanya didorong oleh 
rencana pengembangan proyek strategis re nery 
alumina dan smelter aluminium di Kawasan Industri 
Ketapang, serta penambahan investasi dalam rangka 

kondisi permintaan domestik CPO dan turunannya 
yang menunjukkan peningkatan ditengah mulainya 
implementasi kebijakan B40 dan rencana B50 ke 
depan, menjadikan investasi pada perkebunan kelapa 
sawit dan industri pengolahan turunan minyak kelapa 
sawit diprakirakan akan meningkat. Namun demikian, 
beberapa proyek yang telah memasuki tahap 
penyelesaian berpotensi menimbulkan base e ect 
terhadap pertumbuhan investasi. Oleh karenanya, 
keberlanjutan pertumbuhan investasi akan ditentukan 
oleh kemampuan mengonversi pipeline proyek 

perizinan, kesiapan lahan, ketersediaan energi, 
infrastruktur dasar, dan kepastian regulasi.

Terkait prospek ekonomi Kalimantan Barat tahun 2026 
tersebut, terdapat beberapa risiko yang memerlukan 
perhatian, diantaranya:

1. Risiko perlambatan ekonomi global dan akibat 
divergensi pertumbuhan antarnegara yang terus 
berlanjut di tengah ketidakpastian global yang 
tetap tinggi;

2. Penurunan harga dan permintaan komoditas 
ekspor utama Kalimantan Barat akibat peningkatan 
pasokan komoditas global, pemulihan produksi 
substitusi, perubahan pola perdagangan dan 
perlambatan aktivitas perekonomian negara 
tujuan utama ekspor;

3. Penurunan tingkat produktivitas komoditas 
perkebunan akibat berlanjutnya proporsi tanaman 
belum dan tidak menghasilkan (TBM dan TTM) 
kelapa sawit dan pelaksanaan replanting di 
beberapa perusahaan serta perkebunan rakyat;

4. 
(kebakaran hutan-lahan dan banjir) yang 
berpotensi berdampak negatif terhadap produksi 
tanaman pertanian dan pangan;
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5. Kendala realisasi belanja pemerintah daerah dan 

6. Perlambatan realisasi investasi swasta, terutama 
apabila terdapat kendala dalam kesiapan 
lahan, perizinan infrastruktur dasar, kelistrikan, 
maupun perubahan business sentiment di tengah 
ketidakpastian global.

7. Penurunan daya beli masyarakat akibat peningkatan 
harga pangan dan komoditas strategis, serta 
penurunan pendapatan dan belum o;ptimalnya 
penyerapan tenaga kerja  yang berisiko menahan 
pertumbuhan aktivitas konsumsi rumah tangga. 

6.3. PRAKIRAAN INFLASI DAERAH   
 TAHUN 2026
Secara keseluruhan tahun 2026, inflasi IHK di 
Provinsi Kalimantan Barat diprakirakan tetap stabil 

+1% 
secara tahunan. Merujuk Rapat Dewan Gubernur 

Indonesia mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75% 
sejak 18 Juni 2026. Kebijakan tersebut konsisten 

sasaran 2,5±1%, memperkuat stabilitas nilai tukar 
rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global, 
serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus 

dalam sasarannya dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang 
sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang 
untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai 
dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan 
domestik. Namun demikian, perlu mewaspadai faktor-

), risiko terutama 
bersumber dari masih tingginya ketidakpastian 
ekonomi dan geopolitik global.
yang berkepanjangan berpotensi mempertahankan 
permintaan terhadap emas sebagai aset aman dan 
mendorong harga emas dunia tetap tinggi. Kondisi 
tersebut, apabila disertai pelemahan nilai tukar rupiah, 
akan meningkatkan harga emas dalam denominasi 

rupiah dan selanjutnya ditransmisikan kepada harga 
emas perhiasan di tingkat konsumen. Risiko ini perlu 
mendapat perhatian mengingat emas perhiasan 
secara konsisten menjadi salah satu komoditas utama 

itu, peningkatan harga minyak bumi dan komoditas 
global dapat menimbulkan second-round e ect atau 
efek lanjutan melalui kenaikan biaya input produksi, 
kemasan plastik, pelumas, angkutan barang, dan jasa 
transportasi.

Pada kelompok harga yang diatur pemerintah 
(admnistered price), perkembangan harga energi 
dan transportasi diprakirakan tetap menjadi sumber 
risiko inflasi. Penyesuaian harga LPG nonsubsidi, 
BBM nonsubsidi, dan tarif tambahan angkutan udara 
yang telah berlangsung pada triwulan II 2026 telah 
meningkatkan tingkat harga dan dapat memberikan 
dampak tidak langsung melalui kenaikan biaya 
produksi serta distribusi. Di samping itu, musim 
kemarau, El Niño pada taraf ringan sampai moderat, 
serta hambatan distribusi pasokan akibat risiko alam 
seperti intrusi air laut, penurunan tinggi muka air 
sungai, dan pendangkalan, juga turut meningkatkan 

bakar minyak bensin dan bahan bakar rumah tangga 
merupakan salah satu komoditas utama dalam 

dengan pangsa masing-masing yakni sekitar 4,47% 
dan 2,31% dari total nilai konsumsi di kabupaten/kota 

perkembangan harga bensin dan bahan bakar rumah 

Namun demikian, risiko tersebut diprakirakan tertahan 
oleh komitmen Pemerintah untuk tidak menaikkan 
harga BBM hingga akhir 2026 serta keberlanjutan 

dengan memanfaatkan bantalan fiskal dari Saldo 

berupa PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas   
tiket pesawat kelas ekonomi pada periode tertentu, 
termasuk yang direncanakan pada periode Natal dan 
Tahun Baru, juga berpotensi mengurangi tekanan 
tarif angkutan udara. Namun demikian, efektivitas 
kebijakan tersebut tetap bergantung pada besaran 
permintaan, ketersediaan penerbangan, harga bahan 
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bakar pesawat, dan mekanisme penerapan insentif 
pada tingkat konsumen.

Dari kelompok makanan bergejolak (volatile food), 

dan distribusi bahan pangan akibat El Niño serta 
puncak musim kemarau. Berdasarkan pemantauan 

telah berada pada kategori sangat kuat. Kondisi ini 
meningkatkan risiko berkurangnya ketersediaan air, 
mundurnya jadwal tanam, penurunan produktivitas 
tanaman pangan dan hortikultura, serta meningkatnya 
kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selama 

di Kalimantan Barat dilaporkan telah mencapai lebih 
dari 38 ribu hektare. Meskipun dampaknya terhadap 
produksi pangan perlu dikonfirmasi berdasarkan 
lokasi dan komoditas terdampak, kondisi tersebut 
meningkatkan risiko gangguan produksi dan aktivitas 
distribusi di wilayah sentra. Penurunan debit sungai 
selama musim kemarau juga dapat menghambat 
kelancaran distribusi pangan terutama ke wilayah yang 
masih bergantung pada transportasi sungai. Selain 
itu, ketergantungan sebagian wilayah Kalimantan 
Barat terhadap pasokan pangan dari kabupaten 
lain maupun luar provinsi menyebabkan gangguan 
produksi dan distribusi di daerah pemasok dapat 
lebih cepat ditransmisikan kepada harga konsumen. 
Namun demikian, tekanan tersebut diprakirakan 
tertahan oleh peningkatan produksi melalui program 

cadangan pangan pemerintah, penyaluran bantuan 
pangan, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, 

intraprovinsi maupun antarprovinsi di Kalimantan 
Barat. Penyaluran bantuan pangan dapat menjaga 
daya beli masyarakat dan mengurangi tekanan 
permintaan pada pasar beras komersial, sedangkan 
kerja sama antardaerah dapat membantu menutup 

efektivitasnya perlu ditopang oleh pemetaan neraca 
pangan yang diperbarui secara berkala, kepastian 
waktu dan volume pasokan, serta kelancaran sarana 
transportasi dan pergudangan.

Daerah (TPID) tingkat provinsi maupun kabupaten/
kota terus melakukan berbagai upaya dalam jangka 
pendek, menengah, panjang, termasuk upayanya 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

6.4. REKOMENDASI
Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi 
yang meningkat dan pengendalian inflasi yang 
stabil, maka dibutuhkan koordinasi, sinergi, dan 
partisipasi proaktif langsung dari seluruh peran yang 
terlibat dalam menghadapi dan mengantisipasi risiko 
yang berpotensi menghambat laju pertumbuhan 
ekonomi. Oleh karena itu, sebagai upaya mewujudkan 
perekonomian Kalimantan Barat yang kuat, diperlukan 
pertimbangkan beberapa rekomendasi sebagai 
berikut:

1. Mendorong percepatan realisasi APBD dan 
belanja pemerintah secara tepat waktu, tepat 
sasaran, dan berkualitas, terutama pada belanja 
yang memiliki  tinggi terhadap 
perekonomian daerah, dengan memprioritaskan 
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 
dasar, konektivitas, ketahanan pangan, serta 
program yang mendukung pemberdayaan 
masyarakat dan UMKM, di tengah tekanan 
perekonomian global dan domestik.

2. Mempercepat  realisasi investasi strategis 
melalui harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, 
penyederhanaan proses perizinan, kepastian 
tata ruang dan lahan, serta penyelesaian 
hambatan infrastruktur dasar, khususnya untuk 
pengembangan kawasan industri, hilirisasi 
bauksit–alumina–aluminium, industri CPO, dan 
infrastruktur logistik seperti Pelabuhan Kijing. 
Penguatan koordinasi perlu diarahkan pada 
penyelesaian bottleneck 
agar pipeline investasi dapat lebih cepat dikonversi 
menjadi realisasi fisik, peningkatan kapasitas 
produksi, dan penciptaan lapangan kerja. 
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3. Mendukung kebijakan untuk memperbaiki tata 
niaga CPO Kalbar guna mendukung keberlanjutan 
pasokan CPO kepada industri hilir turunan minyak 
kelapa sawit di Kalimantan Barat guna memenuhi 
kebutuhan permintaan, terutama kebutuhan 
domestik untuk pangan dan biodiesel.

4. Sebagai bentuk dukungan terhadap penciptaan 
ekosistem industri alumina yang menopang 
industri hijau nasional, terdapat beberapa 
langkah yang dapat diambil antara lain: 

a. Memastikan interkoneksi dan stabilitas 
pasokan kelistrikan di sentra industri 
alumina (khususnya Kabupaten Ketapang dan 
Kabupaten Sanggau sebagai pusat cadangan 
bauksit) untuk lebih lanjut dapat terhubung 
pada Sistem Khatulistiwa Kalimantan Barat dan 
Sistem Interkoneksi Kalimantan;

b. Mendukung ketersediaan kebutuhan SDM 
lokal 
industri melalui program magang, kerjasama 
dengan perusahaan untuk pembentukan 
sekolah vokasi, dan/atau pengajuan kepada 
K/L terkait mengenai urgensi pengembangan 
SDM lokal.

c. Memfasilitasi financing matching antara 
calon pelaku usaha alumina dengan sindikasi 
perbankan dalam & luar negeri.

d. Mendorong pemda kabupaten/kota untuk 
memfasilitasi penyusunan Rencana Detil Tata 
Ruang (RDTR) guna menciptakan perencanaan 
tata ruang wilayah yang sesuai peruntukan 
dalam mendukung daya tarik masuknya 
investor dan mempercepat proses pengajuan 
perizinan. Misalnya, 

e. Bentuk koordinasi dan dukungan bersama 
pemerintah pusat: 1) mendukung kebijakan 

tax holiday, dan tax allowance bagi pelaku 
usaha yang membangun refinery alumina; 
2) mendorong lebih banyak proyek re nery 
alumina untuk didaftarkan sebagai PSN yang 
mendapatkan dukungan  dari pemerintah pusat 
dan daerah; 3) mendorong pengembangan KI 

dan KEK yang berkelanjutan; 4) mendorong 
sinergi antar Kementerian/Lembaga; serta 5) 
mengoptimalkan koordinasi kebijakan pusat 
dan daerah, utamanya terkait konsistensi 
implementasi dan rancangan kebijakan 
pemerintah dalam mendorong hilirisasi.

f. Dalam hal net zero emission, sebagaimana 
arah pengembangan spasial dalam RPJPD 
Kalimantan Barat klaster Kapuas Hulu, 
Sintang, dan Melawi dapat dikembangkan 
menjadi pusat carbon fund & trading melalui 
pelestarian dan konservasi hutan dengan 
modal hamparan sekitar 55-65% dari kawasan 
hutan Kalbar.

5. Mendorong program pendampingan petani 
kebun agar memenuhi syarat program Perkebunan 
Sawit Rakyat (PSR) untuk medukung penguatan 
kapasitas dan kapabilitas petani, serta kelembagaan 

ISPO/RSPO. Selain itu, perlu mendorong replikasi 
model kemitraaan sawit perusahaan inti dan 
petani plasma untuk mendorong peningkatan 
produktivitas dan kesejahteraan petani.

6. Mengoptimalkan pemberdayaan UMKM melalui 
penciptaan permintaan terutama melalui 

perbankan, dan masyarakat di daerah untuk 
menggunakan produk lokal/UMKM. Serta, 
melakukan business matching UMKM potensial 
dengan buyer ataupun aggregator dalam negeri 
maupun luar negeri.

7. Menstimulus dan mengawasi penyaluran Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan mikro 
lainnya ntuk mendorong daya ungkit kepada 
pelaku UMKM di tengah risiko perlambatan 
pembiayaan dan peningkatan NPL pada UMKM.

8. Akselerasi digitalisasi untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas, termasuk 
implementasinya untuk mendukung fiskal 
daerah salah satunya mengimbau pembiasaan 
pemanfaatan transaksi elektronik (cashless), baik 
melalui transfer, uang elektronik maupun QRIS. 
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Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) perlu untuk 
terus didorong, sehingga dapat mendukung 

governance
pemerintah daerah.

9. Mendorong peningkatan pergerakan wisatawan 
nusantara dan mengoptimalkan pembukaan 
pariwisata yang lebih luas untuk mendukung 
pemulihan ekonomi melalui strategi aksi pariwisata 

pelaku pariwisata. Selain itu, proaktif berkolaborasi 
dengan pemerintah pusat dan stakeholders terkait 
guna mengadakan kegiatan Meetings, Incentives, 
Conferences, and Exhibitions (MICE) baik skala 
nasional dan internasional di Kalimantan Barat. 

10. Mendorong diversifikasi sumber-sumber 
pertumbuhan ekonomi lainnya yang memiliki 
potensi untuk memberikan nilai tambah bagi 
perekonomian lokal, terutama yang mendukung 
pertumbuhan ekonomi kreatif, inklusif, dan hijau 
yang berkelanjutan.

11. Mendorong, memfasilitasi, dan memastikan 
keberlanjutan wilayah Kalimantan Barat sebagai 
international hub baik melalui infrastruktur 
pelabuhan, bandar udara, dan transportasi darat 
guna mendukung interkoneksi Ibu Kota Nusantara 
dan Malaysia.

12.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan 

(GPIPS).

stakeholders 
 Berbagai upaya tetap diperlukan untuk 

mencegah terjadinya gejolak harga komoditas antara 
lain:

a. Keterjangkauan harga

strategi pemenuhan kebutuhan bahan baku 
pangan dalam mendukung program Makan 
Bergizi Gratis (MBG) agak tidak berasal 

dari pasar utama tujuan konsumen rumah 
tangga, tetapi pemenuhan Satuan Pelayanan 
Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dilakukan 
langsung dari kelompok tani atau distributor 
besar sehingga tidak mengganggu pemenuhan 
kebutuhan rumah tangga, serta membuat 

lonjakan permintaan komoditas tertentu pada 
waktu yang bersamaan. Dukungan business 
matching juga dapat diberikan dengan o taker 
kelompok tani dan Koperasi Desa Kelurahan 
Merah Putih (KDKMP) dan BUMDes untuk 
memenuhi kebutuhan MBG, serta mendorong 

existing menjadi kios 
pangan penyeimbang.

2) Monitoring harga aneka cabai,  beras, 
daging dan telur ayam ras, horti daun  
(al. kangkung, sawi, dan bayam), bahan bakar 
rumah tangga, dan komoditas lainnya sesuai data 
historis 5 tahun terakhir seiring kondisi potensi 
kenaikan harga serta gangguan distribusi dan 
produksi akibat cuaca dan dampak karhutla. 
Mengintensifkan pemantauan pasar khususnya 
di pasar referensi penghitungan IHK antara lain 
Pasar Flamboyan (Kota Pontianak) dan Pasar 
Melati (Kab. Ketapang) sebagaimana pangsa 
nilai konsumsi terbesar di Kalimantan Barat 
dengan mengikutsertakan aparat penegak 
hukum.

3) Gerakan Pasar Murah (GPM) dilaksanakan 
secara terarah, adaptif, dan berbasis indikator. 
Frekuensi GPM dapat ditingkatkan menjadi 
mingguan ketika harga komoditas strategis 
menunjukkan kenaikan persisten, berada di 

memasuki periode HBKN. Di luar kondisi 
tersebut, GPM dilaksanakan sesuai kebutuhan 

harga di tingkat produsen. Salah satu GPM 
yang dapat lebih diintensifkan adalah di kota 
Pontianak untuk komoditas dengan tren 
peningkatan harga seperti cabai rawit, beras, 
daging ayam, dan telur ayam.
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4) Melakukan pemantauan berkala terhadap 
tarif angkutan, biaya logistik, dan distribusi 
barang strategis pasca penyesuaian harga BBM 
nonsubsidi. 

b. Ketersediaan pasokan

1) Melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi 

skema pemenuhan dari daerah surplus 
melalui distribusi antardaerah dan melakukan 
percepatan masa tanam untuk mengantisipasi 
kemarau yang datang lebih awal. Untuk 
itu perlu dukungan Pemda dan K/L terkait 
penyediaan bibit/benih tahan kemarau, 
distribusi pupuk subsidi tepat waktu, perbaikan 
jaringan pompanisasi dan irigasi existing agar 
berfungsi optimal, serta ketersediaan BBM 
untuk mendukung operasionalisasi mesin 
pompa air. 

(TMC) untuk antisipasi risiko perluasan hotspot 
dan karhutla yang dapat berdampak negatif 
pada produksi hortikultura dan distribusi 
logistik, didukung Satgas Dalkarhutla.

3) Terkait penguatan nilai tukar ringgit terhadap 
Rupiah, perlu dilakukan pengawasan di wilayah 
perbatasan terkait risiko penyelundupan 
bapokting yang dapat berdampak pada 
pasokan lokal.

aneka bawang, serta memperkuat komitmen 
produsen dan distributor minyak goreng dalam 
mengalokasikan dan menyalurkan pasokan 
bagi kebutuhan Kalimantan Barat.

5) Mendorong fasilitasi distribusi pangan 
didukung penguatan koordinasi dengan 
importir dan distributor guna memastikan 
kelancaran pengadaan komoditas strategis, 
khususnya kedelai, gula, pupuk petrokimia, dan 
sarana produksi pertanian (saprotan), sehingga 
risiko gangguan pasokan akibat volatilitas nilai 

tukar maupun hambatan rantai pasok global 
dapat diminimalkan.

c. Kelancaran distribusi

1) Mempertahankan penyerapan gabah/beras 
CBP sesuai target serta mendorong penyaluran 
beras SPHP secara berkesinambungan melalui 
perluasan channel penjualan a.l. toko kios 
modern, mini distribution center (Kios TPID/

pengendalian HET beras premium dengan 
memotong rantai distribusi dari produsen 
langsung kepada agen-agen pengecer Bulog 
dengan melakukan fasilitasi distribusi pangan 
(FDP) berupa subsidi ongkos angkut; 

2) Meningkatkan efektivitas GPM/OP/PM melalui 
penetapan titik lokasi strategis (pasar/pusat 
keramaian lainnya) dan penetapan frekuensi/
waktu kegiatan dengan memperhatikan 
periode meningkatnya permintaan masyarakat.

3) Optimalisasi komponen belanja daerah selain 
TKD (seperti BTT) untuk: 

pelaksanaan GPM/OP/PM rutin.

b. subsidi ongkos angkut untuk bapokting 
yang terdampak kenaikan biaya logistik dan 
gangguan rantai pasok dari daerah sentra 
produksi. 

c. upaya perbaikan infrastruktur jalur distribusi 
darat sebagai subtitusi jalur distribusi 
sungai yang berisiko surut saat El Nino atau 
kemarau panjang.

4) Mendorong priorit isasi bongkar muat 
komoditas bapokting melalui BUMN logistik/
pelayaran dan otoritas pelabuhan pemasok guna 
memitigasi dampak dwelling time pelabuhan. 
Serta, penguatan integrasi distribusi energi dan 
pangan melalui monitoring ketersediaan BBM, 
LPG, dan listrik guna memastikan kelancaran 
proses produksi, penyimpanan, dan distribusi 
komoditas pangan di Kalimantan Barat.



101

Bab 6
Prospek Perekonomian Daerah

Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat - AGUSTUS 2026

d. Komunikasi efektif

 Dalam mengelola ekspektasi masyarakat dalam 
rangka menjaga kestabilan harga komoditas 
dan ketersediaan pasokan diperlukan program 
komunikasi yang efektif yang mencakup:

1) Mendorong pembentukan BUMD/BLUD atau 

menangani bisnis pangan dalam rangka 
meningkatkan penguasaan pasar sekitar 20-
30%. 

2) Penguatan strategi komunikasi publik melalui 
penyampaian pernyataan, konten media sosial 
dan rilis media lokal yang menyampaikan 
kehadiran pemerintah untuk menjaga stabilitas 
harga dan upaya menjamin ketersediaan 
pasokan yang dilakukan secara periodik dan 
antisipasi special event terutama menjelang 
hari libur nasional dan hari besar keagamaan 
nasional (HBKN), guna menjaga ekspektasi 

3) Melanjutkan komitmen peta jalan TPID 2025 – 

peningkatan kualitas neraca pangan daerah 
yang terintegrasi antar kabupaten/kota sebagai 
dasar pengambilan kebijakan serta penguatan 

dalam Rakorwil dan HLM yang berbasis data 
dan risiko.

4) Memperkuat strategi komunikasi kebijakan 
melalui pengendalian ekspektasi yang 

Keuangan Daerah) antara kepala daerah, 
tokoh masyarakat, dan otoritas terkait guna 

mendorong pola konsumsi dan belanja yang 
bijak, a.l. komoditas BBM dan LPG.
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DAFTAR ISTILAH

Clean money policy adalah kebijakan Bank 
Indonesia untuk menarik uang tidak layak edar dan 
menyediakan uang layak edar bagi masyarakat.

CPO (Crude Palm Oil) atau dikenal sebagai minyak 
sawit mentah. Minyak sawit atau minyak kelapa sawit 
adalah minyak nabati yang dapat dikonsumsi, yang 
didapatkan dari mesocarp buah pohon kelapa sawit.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu transfer 
dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 
antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam rangka desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber 

daerah dengan memperhatikan potensi daerah 
penghasil berdasarkan angka persentase tertentu 
untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka 
desentralisasi.

Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan 

pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam 
mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang 
dihimpun perbankan dari masyarakat yang berupa 
giro, tabungan, atau deposito.

 adalah penguraian komponen 
volatile foods, 

dan administered prices) berdasarkan faktor yang 
mempengaruhinya.

Ekspor adalah keseluruhan barang yang keluar dari 
suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil 
maupun bukan komersil.

Impor adalah seluruh barang yang masuk ke suatu 
wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun 
bukan komersil.

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) adalah salah satu 
komponen pembentuk IKK. Indeks ini menunjukan 
tingkat keyakinan konsumen terhadap ekspektasi 
kondisi ekonomi saat ini.

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks yang 
merupakan ukuran perubahan rata-rata harga 
barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada 
suatu periode tertentu. Sejak bulan Januari 2020 
menggunakan tahun dasar 2018 = 100.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) adalah indeks 
yang menunjukkan tingkat keyakinan konsumen 
terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi 
kondisi ekonomi enam bulan mendatang.

Industri adalah suatu kegiatan yang mengubah 
barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi 
dan atau barang yang kurang nilainya, menjadi yang 
lebih tingi nilainya termasuk kegiatan jasa industri, 
pekerjan perakitan (assembling) dari bagian suatu 
industri.

 adalah peningkatan harga barang dan jasa 

diukur dengan perubahan harga sekelompok barang 
dan jasa yang dikonsumsi oleh sebagian besar 
masyarakat yang tercermin pada perkembangan 
Indeks Harga Konsumen (IHK).

 adalah uang kartal yang masuk ke Bank 
Indonesia, misalnya melalui kegiatan setoran yang 
dilakukan oleh bank umum.

Investasi adalah kegiatan meningkatkan nilai tambah 
suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
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Liaison adalah kegiatan pengumpulan data dan 
informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif 
yang dilakukan secara periodik melalui wawancara 
langsung kepada pelaku ekonomi mengenai 
perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan 
cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam 
bentuk laporan.

Month to Month (mtm) adalah perbandingan data 
antara suatu bulan dengan bulan sebelumnya.

 adalah selisih antar in ow dan out ow.

Non-Performing Loan (NPL) adalah kredit di 
perbankan yang masuk dalam kriteria kurang lancar, 
bermasalah, diragukan, dan macet berdasarkan 
ketentuan Bank Indonesia.

 adalah uang kartal yang dikeluarkan Bank 
Indonesia melalui proses penarikan tunai bank 
umum dari giro di Bank Indonesia atau pembayaran 
tunai melalui Bank Indonesia.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku adalah penjumlahan 
nilai tambah bruto (NTB) yang mencakup seluruh 
komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa 
tanah, keuntungan, penyusutan pajak tidak langsung 
dari seluruh lapangan usaha.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah perhitungan 
PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan 
menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar 
perhitungannya. Tahun dasar yang digunakan saat 
ini adalah 2010 = 100.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan 
yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah 
seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan 
kelayakan daerah. Dana perimbangan sumber 

mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah 
daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi 
daerah.

Quarter to Quarter (qtq) adalah perbandingan data 
antara suatu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

 adalah kontribusi suatu lapangan 
usaha atau komponen ekonomi terhadap total 
pertumbuhan PDRB.

(SITC) adalah sistem penggolongan produk yang 
dikembangkan pada tahun 1962 oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB). SITC dibuat dengan 

diperdagangkan tidak hanya didasarkan atas sifat 

tahap pengolahan serta fungsi ekonomi produk 
tersebut dalam rangka memfasilitasi analisis ekonomi

Year on Year (yoy) adalah perbandingan data antara 
suatu tahun dengan tahun sebelumnya.
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